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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatRan ke hadirat Allah SWA, dengan segala rahmat dan
Rarunia —Nya. Shalawat serta salam tak (upa dihaturRan Re haribaan junjungan Nabi besar
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mempersembahRan yang terbaik Moga Alllah selalu menjaga keduanya.
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Mawaddah, warahmah.
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Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adithadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininy@ka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tegau empat. kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Makawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demiku adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniayjAn-Nisa’: 3)
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Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil antara isteri-
isteriimu), walaupun kamu sangat ingin berbuat deam, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamtai), sehingga
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jikamiku Mengadakan
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), RdaSesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayan-Nisa’: 129)
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TRANSLITERASI

Di dalam naskah ini banyak di jumpai nama wiilah teknis yang berasal dari
bahasa Arab dengan huruf Latin. Pedoman yang dikgumantuk penulisan tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab Latin Arab Latin
| Tidak dilambangkan i th
= b [ dh
& t ¢ ‘ (koma terbalik)
& ts ¢ gh
c j < f
< n S
¢ kh Bl k
3 d J I
3 dz . m
5 r 3 n
) z y w
» S o h
o Sy i y
sh . t (bila ditengah kalimat),
v ? h (bila diakhir kalimat)
5 dl




s/ = Apabila terletak diawal mengikuti vokal, tapi &fa terletak ditengah

atau diakhir kata maka dilambangkan dengan tandaakdiatas ’(),

berbalik dengan koma)(pengganti lambang ”.

2. Vokal, Panjang Dan Diftong

Diftong (misal)

Vokal Panjang
a = Fathah a = a panjang ~ =aw
i = Kasrah ) =i panjang - =ay

g

u = Dlommah a = u panjang
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ABSTRAK

Muhammad Nasor 2008Pandangan Siti Musdh Mulia Terhadap Pasal-pasal
Poligami Di Dalam Kompilasi Hukum IslartKHI). Skripsi.
Jurusan Ahwal Ash-Syakhsiyyah. Fakultas Syari'aliversitas
Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing: Dra. Futik
Hamidah. M.Ag.

Kata Kunci: Poligami, Siti Musdah Mulia, KHI.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dal@mbentuk sebuah
keluarga. Pada dasarnya, semua agama di dunia @énganjurkan penganutnya
untuk melaksanakan perkawinan. Tujuannya adalalukunmiengatur kehidupan
pergaulan laki-laki dan wanita secara sah dan ni@ntiérajat yang luhur. Asas
perkawinan yang di syari’atkan Islam adalah kebwesmn hidup dalam suasana
rumah tangga yang harmonis, bukan hanya memenubitigan nafsu naluri
semata-mata.

Akan tetapi, disisi lain perkawinan yang disyaratldalam Islam sendiri ada
dua yaitu monogami atau seorang suami hanya meéradikrang istri begitu juga
sebaliknya, dan selanjutnya adalah poligami atawasg suami beristri lebih dari
seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Di makgarsendiri perkawinan
monogamilah yang terbanyak, beda halnya dengamgmoli di samping banyak
kecaman, realitasnya di masyarakat perkawinan gmligni banyak menimbulkan
permasalahan, walaupun tak menuntut kemungkinakap@ran monogami juga
menemui berbagai prahara dalam perjalanannya, atetapi perkawinan
monogamilah yang lebih mendukung terciptanya rutaalggasakinah mawaddah
warahmah Dari perdebatan mengenai poligami tadi tak sedi&ri beberapa figur
yang menolak poligami dan bahkan mengharamkanmjah satunya Siti Musdah
Mulia yang beranggapan poligamiaram lighairihi (haram karena ekses yang
ditimbulkannya). Di samping itu Siti musdah mulisgf@ menolak pasal-pasal
poligami di dalam KHI.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan peratitiyang bersifat
kepustakaan murnililrary research), yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan
conten analisis, yaitu menggambarkan secara umutianig objek yang akan diteliti.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain bah®&a Musdah Mulia
menganggap pasal-pasal poligami dalam KHI yang sekarang ini masih tidak
konsisten, dan juga cenderung bersifat patriaki debih memihak kepada kaum
laki-laki dan lebih mendeskriminasikan kaum pereampuSerta pasal-pasal di KHI
terdapat sejumlah ketentuan yang tidak lagi sedeagan hukum-hukum nasional
dan konvensi internasional yang telah disepakatdma. Dan kalau ditelaah dari
sudut metodologi, corak hukum KHI masih mengesamkatika hukum dari produk
fikih jerih payah ulama zaman lampau. Kontruksi tmakkKHI belum dikerangkakan
sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islaondsi@d, melainkan lebih
mencerminkan penyesuaian-penyesuaian dari Kitalb-Kiiih.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dai@mbentuk sebuah
keluarga. Pada dasarnya, semua agama di dunia énganjurkan penganutnya
untuk melaksanakan perkawinan. Tujuannya adalalukunmiengatur kehidupan
pergaulan laki-laki dan wanita secara sah dan niléndérajat yang luhut. Asas
perkawinan yang disyari’atkan Islam adalah kebessamhidup dalam suasana
rumah tangga yang harmonis, bukan hanya memenubitigan nafsu naluri

sematd.

!Syaikh Hasan AyubFigh al-Usrah al-Muslimah (Terjemahan Figh KeluajgdJakarta: Pustaka
Kaustar, 2001), 3.

?H.S.A.Hamdani Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam di Lampiririailasi Hukum Islam),
(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.



Perkawinan juga merupakan peletakan batu pertarg sebuah bangunan
indah dan megah di masyarkat dan tidak mungkinptersebuah rumah tangga yang
bahagia dan indah kecuali bangunan tersebut tegaktas pilar-pilar dasar
ketenangan atau sakinah, saling mencintai, salgwggasihi, saling menyayangi, dan
saling melindungi atau dalam bahasa orang awamgsakah, saling asuh, saling
asih.

Dan untuk memberikan jalan yang terbaik bagi temyeal hubungan manusia
yang berlainan jenis itu, Islam menerapkan suatteritean yaitu lembaga

perkawinan yang sesuai dengan firman Allah dalarat $Al-Nur 32-33:
\J.a_a \yﬁ u| ;,_csuur :S;L._c M\j,&_ﬁ 6;_331\ |).>&)l3
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sediffadiantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba salhaygang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka midkalm Akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pmrab-Nya) lagi Maha
mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklamjaga kesucian
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka derigaminia-Nya. dan budak-
budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjiaendaklah kamu buat

3 An-Nur (24): 32-33.
*Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawiruatanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu
agar mereka dapat kawin.



Perjanjian dengan mereKa,jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, da
berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta lAlleang dikaruniakan-Nya
kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu kuntelakukan
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini keswciarena kamu hendak
mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yangnaiesa mereka, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi MBeayayang (kepada
mereka) sesudah mereka dipaksa (Al-Nur : 32-33)

Sebagaimana ayat tersebut di atas, Islam dalamtaneehuah perkawinan
sangatlah jelas dan mendetail dengan segala pamgperaturannya, karena semua
itu menyangkut kelangsungan hidup manudiamuka bumi ini, begitu juga
mengenai perkawinan poligami, maka Islampun jugangatir mengenai
perkawinan ini. Dan mengenai perkawinan poligantsgbut akan kita temui
sebagaimana firmannya pada surah An-Nisa’ 3:
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Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adithtadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininyaka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tegau empat. kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku 4dMaka (kawinilah) seorang
sajef, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikiaradalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaygdAn-Nisa’: 3)

Pada ayat tersebut berisikan aturan-aturan mengetigami sebagaimana

kita ketahui yaitu tidak boleh lebih dari empat dearus berlaku adil terhadap istri-

®Salah satu cara dalam agama Islam untuk mengh#éangkrbudakan yaitu seorang hambaboleh
meminta pada tuannya untuk dimerdekahkan, dengaanpan budak itu akan membayar sejumlah
uang yang ditentukan.

® An-Nisa (4): 3.

" Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam metaddsteri seperti pakaian, tempat, giliran dan-ai
lain yang bersifat lahiriyah.

8 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-sy@méntu. sebelum turun ayat ini poligami
sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para $¢ddelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini
membatasi poligami sampai empat orang saja.



istrinya. Praktek poligami itu sendiri sebenarnymlah ada sebelum kedatangan
Islam. Jika sebelum datangnya Islam praktek polig#itakukan oleh seorang laki-
laki tanpa ada batasan tertentu, maka di Islanbatiesannya.

Pembatasan pada poligami dalam Islam sebagaimatateagebut di atas,
seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikahi pgnean hanya sampai empat
orang saja. Ini semua berbeda dengan perkawinagapul sebelum Islam, karena
praktek sebelum Islam tidak ada batasannya, bak&hrsah saja seorang laki-laki
memiliki istri sampai seratus orang.

Syarat selanjutnya, sebagaimana ayat tersebuagli alalah mengenai dapat
berlaku adilnya seorang suami terhadap semuassirya, syarat ini dinilai sangat
pokok, di samping pembatasan pada jumlah empatgasin tadi, maka apabila
syarat ini tidak dapat terpenuhi, seorang laki-laikiak diperkenankan untuk
melakukan poligami.

Begitu sebaliknya syarat harus dapat berlaku adiladap istri-istrinya oleh
seorang suami sebagaimana halnya poligami daleam/shal yang demikian itu
tidak berlaku pada praktek poligami sebelum Isl@kibatnya, poligami banyak
membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaummere, karena para suami
yang berpoligami tidak terikat pada keharusan kaer&dil, sehingga mereka berlaku
aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

Selanjutnya Negara kita Indonesia ini, yang mageritpenduduknya
beragama Islam juga mengatur mengenai perkawinbgapu, aturan-aturan yang
mengatur perkawinan poligami ini terdapat pada Kédn juga pada peraturan

pemerintah tahun 1974.

° Siti Musdah Muliajslam Menggugat Poligam{Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), 48.



Peraturan-peraturan yang termuat di KHI, tidak bddahnya sebagaimana
ayat ketiga pada surah An-Nisa’, yaitu juga menteatang pembatasan sampai
empat saja, dan juga mengenai syarat harus dapakueadil. Dan peraturan-
peraturan tersebut termuat pada Bab 1X, mengemnastibdebih dari satu, yang
termuat pada pasal 55-59.

Pasal 55 sampai pasal 59 memuat tentang syaratspatigami yaitu
tentang pembatasan hanya sampai empat orang @at berlaku adil terhadap
isteri-isterinya, syarat ini pada pasal 55.

Selanjutnya pada pasal 56 menyebutkan suami yamgakepoligami harus
mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, maka penleapoligami tanpa izin dari
Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57, mengenai persetujuan dari Pengafidama hanya bila
seorang suami hendak poligami itu mendapati seorsiegi yang tidak mampu
menjalankan kewajiban sebagai isteri, memiliki té@alan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melamirka

Selanjutnya pada pasal 58, menambahkan syarat ygalgami pada pasal
55 ayat 2, untuk memperoleh izin dari Pengadilamma, harus dapat memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undamstd No. 1 tahun 1974, yaitu
harus ada persetujuan isteri untuk melakukan poligdan adanya kepastian bahwa
suami yang akan poligami, mendapat izin isteri deampu menjamin keperluan
hidup isteri-isterinya.

Kemudian pasal 59, menerangkan apabila seorangi ititlak mau
memberikan persetujuan suami untuk poligami, madadsarkan pasal pasal 55

ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkéante pemberian isteri yang



bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, napada pasal ini juga
ditambahkan atas penetapan Pengadilan Agama Heik maupun suami dapat
mengajukan banding, bila ada suatu penetapan yasihmmengganijal, atau tidak
menyetujui penetapan tersebut.

Dari sini ketika mencoba untuk membahas sebuahapeémian poligami,
maka sebenarnya perkawinan ini yang paling banyplerdebatkan sekaligus
kontroversial. Rasyid Ridha menyebutkan hanya ddeadaan darurat sosial saja
seorang suami boleh berpoligami. Itu pun dengarrasyddak menimbulkan
kerusakan dan kezalimaf.

Aminah Wadud juga mengatakan

Yang penting adalah bahwa Al-Quran tidak menyodarkpoligini
(poligami) sebagai solusi persoalan ekonomi, kemikamdistri, atau pemenuhan
kebutuhan seksual laki-laki. Pada kenyataannya (lkerima oleh perempuan,
poligini merupakan sarana untuk melindungi mereka themberi mereka akses
seksual terhadap laki-laki ketika jumlah perempuaalebihi jumlah laki-laki.
Namun, ketika membahas poligini, Al-Quran sendiidak merujuk pada
karekteristik atau kebutuhan laki-laki maupun pgyaan; Al-Qur'an hanya merujuk
pada keharusan untuk menjamin keadilan sosial &agk-anak yatim perempuan.
Jadi, secara argumentatif, bisa dikatakan bahwaipobldalam Al-Quran tidak
merujuk pada fungsi seksual, poligini dalam Al-Quw’juga tidak merujuk pada
keistimewaan laki-laki, karena Al-Quran hanya mewalsi jumlah istri yang boleh
dinikahi laki-laki, dan menggantungkan kebolehaakpek poligini pada serangkaian
persyaratan yang ketat, dan terperinci. Jika letaasa ini sama sekali tidak melihat
sisi keadilan dalam praktek poligini, maka kitaakdboleh mengabaikan kenyataan
bahwa keadilan itulah sebenarnya yang dikehend&kpukan, ketika perempuan
yang tidak memiliki perlindungan, benar-benar rantrhadap berbagai perlakuan
yang tidak patut. Namun, poligini bukanlah cita @or, jika tidak, maka
perintahnya agar menikah sekali saja, penegasabalaa laki-laki tidak akan
memiliki maknat*

Para penulis barat sering mengklaim bahwa polaalah bukti ajaran Islam

dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif tegpadanita. Sementara pada sisi

10 Eka PutriJangan Rebut Suamik(Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2007), 124.
' Sulaiman Al-KumanyiAa Gym di antara Pro-Kontra Poligam{Semarang: PT. Pustaka Rejeki
Putra, 2007), 73-74.



lain poligini dikampanyekan karena dianggap mernddndaran normatif yang tegas
dan dipandang sebagai salah satu alternatif unt@nyetesaikan fenomena
perselingkuhan dan prostitdsi.

Perkawinan poligamipun selain menuai tanggapankdaaman, perkawinan
ini juga menyimpan berbagai persoalan, walau tidaknutup kemungkinan
perkawinan model monogami juga mengalami berbagasgalan. Akan tetapi
monogami selain merupakan bentuk perkawinan yangasaumum di masyarakat,
perkawinan model ini juga sangat mendukung akabetguknya keluarga yang
sakinah mawaddah wa rahmigarena semangat hubungzksklusifatau kepemilikan
secara khusus dan individual terdapat di dalamygag tentunya berbeda dengan
kepemilikan harta dan kekayaan. Dalam sistem ik stri maupun suami sama-
sama memandang perasaan, kasih sayang, dan kemiksekisualnya sebagai milik
dan hak timbal balik satu sama lanYang tentunya hal demikian itu tidak akan
terjadi pada perkawinan poligami, karena denganadiean istri kedua dan
seterusnya akan mengganggu semangat-semangat yingpama perkawinan
monogami.

Dalam perkawinan poligami, seringkali perempuanyaamenjadi objek
kebutuhan dan keinginan laki-laki. Pengobjekan nrengakibakan keterpurukan,
kezaliman, dan kekerasan menimpa peremptian.

Memang bila kita cermati dengan seksama, perkawipahgami itu

membawa efek negatif terhadap perempuan, bahkhad@p anak-anak juga, sebab

2Nurudin Amiur dan Ahmad Azhari Tarigadukum Perdata di IndonesiéJakarta: Pernada Media,
2004), 256.

13 Ali Husein Al-Hakim, et. Al.,Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalamag
(Jakarta: Al-Huda, 2005), 168.

14 Fagihudin Abdul kodir,Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Quran dan Hadisbi
(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 82.



bagaimana mungkin seorang istri akan rela melibatménya tidur dengan seorang
wanita lain, serta bagaimana pula perasaan seauaailg melihat ayahnya menikah
lagi dengan perempuan lain. Maka dalam hati keeifeka akan merasakan sakit,
dan seorang anak akan merasa bahwa kasih sayamgyaydni bukan lagi menjadi
milik mereka seutuhnya.

Siti Musdah Mulia yang melihat atas dampak-dampahgyditimbulkan oleh
perkawinan poligami mengungkapkan, bahwa perkawipafigami itu haram
hukumnya atau Hfaram li ghaeri haram karenaekses negatif yang ditimbulkan.
Menurutnya poligami itu mempunyai berbagai dampahkgynegatif, di antaranya
adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tanggaielantarkan anak-anaknya,
konflik dalam rumah tangga, karena yang dulunyay@ata seorang istri dan suami
maka kini bertambah, maka timbulnya konflik antaluarga yang satu dengan yang
lainnya, memungkinkan untuk terjadi, selanjutnyalald mengakibatkan penyakit
kelamin.

Di samping penolakan Siti Musdah Mulia terhadapigamhi, beliau juga
mengkritik terhadap pasal-pasal poligami di dalakil.KYyang menurutnya, pasal-
pasal poligami tersebut sangatlah bias gender,cdaderung lebih memenangkan
pihak laki-laki, untuk melakukan poligami, serted@pat inkonsisten di antara pasal-
pasalnya. Di salah satu pihak Siti Musdah Muliagyarenolak poligami lewat badan
yang bernama PUG (Pengarus-Utamaan Gender), menaoaiok mengcounter
pasal-pasal poligami di dalam KHI, yang menurut ekar sangat bias gender
tersebut, dengan membuat bandingannya, berupa CbDnter Legal Draift yang

menyangkut 3 aspek, perkawinan, perwakafan danrigama



Yang nantinya lewat CLD ini Siti Musdah Mulia menginkan sebuah
tatanan hidup di Negara Indonesia ini, dengan delkeadidupan yang berpegang
pada empat prinsip yaitu, pringgturalisme prinsip nasionalitas, prinsip demokrasi
yang melandaskan diri pada asas kebebasan, kesetdas kedaulatan manusia,
serta prinsip kemaslahatan.

Dari sini ketika peneliti mencoba untuk mengkaitkpaligami dengan
pandangan Siti Musdah Mulia dan juga dengan passdipoligami di dalam KHI,
menurut peneliti menimbulkan sebuah tema atau baimamk sebuah penelitian,
bagaimana Siti Musdah Mulia menyikapi perkawinarigami, serta bagaimana
pendapatnya menganai pasal-pasal poligami di delldm

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk nhigngerbagai pandangan
Siti Musdah Mulia tersebut, mengenai hal-hal yaelgit terpapakan di atas atau
dalam latar belakang masalah, maka peneliti meadashal yang menarik di benak
peneliti, untuk peneliti teliti dan mengkajinya ileBdanjut lagi, dan untuk tujuan itu
maka penelitian ini peneliti beri judul dengarPandangan Siti Musdah Mulia
Terhadap Pasal-pasal Poligami di dalam Kompilasi Hkum Islam (KHI) .

B. Batasan Masalah

Membatasi masalah ialah suatu kegiatan melihatabagdemi bagian dari
masalah-masalah yang ada dan mempersempit lingaugetyingga dapat dipahami
secara bendr.

Batasan masalah ini peneliti lakukan di karenakpeneliti meneliti
pandangan seorang tokoh, dan sampai saat ini ttkskbut, yaitu Siti Musdah

Mulia masih hidup, dan karena masih hidupnya Sitistah Mulia itulah, yang

®Husni SayutiPengantar Metodologi Risélakarta: Fajar Agung, 1989), 28.



memungkinkan nanti adanya perubahan pemikiran Wefifeengenai stetemen-

stetemennya yang sekarang. Maka untuk menangkakdtoua, dan juga agar
penelitian yang peneliti lakukan tidak terbawalsgtarubahan stetemen Siti Musdah
Mulia juga, maka peneliti melakukan pembatasan,whalyang masuk dalam

penelitian yang peneliti lakukan, hanyalah pemikigti Musdah Mulia, sejak dari 1

Januari 2002 hingga 30 Desember 2007.

Selanjutnya pemikiran atau stetemen beliau, mengeoiggami dan juga
pasal-pasal poligami di dalam KHI, yang melebihialsan waktu tersebut tidak
peneliti cantumkan pada hasil penelitian yang petekukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimara tedah dipaparkan,
dapat diidentifikasi pokok-pokok permasalahan yapgneliti angkat sebagai
rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggapan Siti Musdah Mulia atas pasaHmoligami di dalam

KHI?

2. Apa argumentasi Siti Musdah Mulia atas penolakartaylaadap pasal-pasal
poligami di dalam KHI?
D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkaka tujuan yang
hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitiananialah:

1. Untuk mengetahui tanggapan Siti Musdah Mulia atesaPPasal Poligami di
dalam KHI;
2. Untuk mengetahui argumentasi Siti Musdah Mulia apenolakannya

terhadap pasal-pasal poligami di dalam KHI.



E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaatagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis:

a. Sebagai wahana pengkajian ilmu dan wawasan yang bagi
pengembangan hukum poligami, terutama di kalangeadeanis
sebagai barometer tingkat pendidikan.

b. Sebagaai landasan dan acuan untuk penelitian paligeng marak di
kalangan masyarakat.

2. Sedangkan secara praktis penelitian ini sebagaiarbapertimbangan
pembuatan kebijakan pemerintah, mengenai perkawiodgami. Dan bagi
penulis pribadi sebagai aplikasi keilmuan yang realaini didapat dan
sumbangsih pemikiran.

F. Penelitian Terdahulu

Judul yang peneliti angkat sebagai penelitian pskrni, yakni ‘Pandangan
Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-pasal Poligami Dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI), menurut peneliti mengandung tema dan topik yangamieruntuk
dikaji apakah topik atau tema yang sama pernahtidsiebelum-nya.

Dari hasil penulusuran yang peneliti lakukan teapadkripsi, memang tidak
ditemukan topik yang sama dengan topik yang peretigkat. Akan tetapi ada
sebuah judul skripsi yang menurut peneliti memili&kma yang tidak jauh beda
dengan yang peneliti angkat ketika mengkaji padaatelan topik yang peneliti
angkat di atas, yakni perkawinan poligami.

Berikut ini adalah judul dari skripsi yang penehtiaksud yang berkorelasi

dengan judul di atas:



1. Salikin, UIN Malang, Fakultas Syaria’ah tahun 2@®&hgan judul “‘Konsep
Keadilan dalam Poligami menurut Muhammad Abdulalam penelitian ini
Salikin, pada pembahasan-nya lebih menekankan gsuik ke-adilan pada
poligami. Peneliti juga berusaha memaparkan biogd#lam hal ini
Muhammad Abduh, yang peneliti jadikan sebagai bapamelitian, serta
peneliti di sini juga memaparkan faktor-faktor yangmpengaruhi pemikiran
Muahmmad Abduh atas konsep poligami yang MuhammaaduA
ungkapkan. Dari hasil riset, peneliti menyimpulkaacara menyeluruh
tentang konsep-konsep keadilan berpoligami. Yangulge kategorikan
menjadi dua hal, menurut konsep keadilan dalangawoii dari Muhammad
Abduh. Adalah sebagai berikut:

a. Konsep keadilan dalam poligami dari sdglosofis Epistimologi
menurut penafsiran Muhammad Abduh pada adanya3agan 129
surat an-Nisa’ adalah bertujuan untuk menghindarn gerbuatan
yang dilarang agama dan diharapkan untuk membawda pa
kesejahteraan ummat.

b. Konsep keadilan dalam poligami. Seca&osiologis menurut
Muhammad Abduh adalah memperlakukan istri-istri-niy;gga
anak-anak-nya dengan sama rata dan seimbang, akikn dentuk
materi maupun moril dan itu merupakan perhatianmatabagi
seseorang yang akan berpoligami, karena keluarga @ailenentukan
kemajuan pada masyarakat bahkan menentukan tikgkejahteraan

atau tidaknya suatu bangsa.



2. Ahmadiono, IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2000gdenjudul, *“
Kontroversi Poligami Di Kalangan Pemikir Muslim (@i atas Pemikiran
Hukum Islam Syafi’l dan Fazlur Rahamanpada penelitiannya Ahmadiono
mencoba untuk mengkomparasikan pemikiran Imam $yd#éngan Fazlur
Rahaman tentang poligami, tentang hukum atau dksar yang digunakan
keduanya, cara ijtihad keduanya, dan juga tentaéimgiehkannya poligami.
Kemudian dari hasil risetnya Ahmadiono menyimpulkamikiran keduanya
tentang poligami, antara lain sebagai berikut:

a. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kedua tokséltet berbeda
dalam hal hukum kebolehan poligami. Pertama; peded
pendekatan pemahaman terhadap ayat poligami. Keddanya
perbedaan dalam menafsirkan keadilan sebagai syd@ehkannya
poligami. Imam Syafi’'l menafsirkan keadilan sebagarilaku
lahiriyah, seperti pembagian waktu bergilir dan ate@mya pemberian
nafkah. Sedangkan Fazlur Rahaman menekankan madandildn
sebagai meratanya rasa batiniyah seperti rasa daméasih sayang,
di samping adil dalam kewajiban lahiriyah. Ketigarbedaan kondisi
sosial kultur masyarakat dimana keduanya juga meggehi pola
pemikiran keduanya.

b. Kondisi sosio kultur masyarakat merupakan faktargyherpengaruh
pada perbedaan pola pikir Imam Syafi'l dan FazluahiRan.
Kehidupan Imam Syafi’'l yang banyak dipengaruhi olethidupan
masyarakat pra Islam, yang salah satunya adalahyadambaga

poligami. Sedangkan kehidupan Fazlur Rahman yangupakan



keadaan moderen, yang di sana sudah ada pemikidanya
persamaan antara hak laki-laki dan perempuan, ggdirmuncul
tuntutan untuk membubarkan lembaga poligami, kardaaggap
sebagai perilaku yang merendahkan hak perempuansinaFazlur
Rahman berpendapat bahwa lembaga poligami itu héeysifat
situsional dan hanya diperuntukkan bagi orang yleda dalam
kondisi darurat, bukan dalam keadaan normal atag {azim disebut
rukhshah
G. Metode Penelitian
1. Pendekatan
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan peialit yang bersifat
kepustakaan murnililorary research), yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan
conten analisis yaitu menggambarkan secara umum tentang objek ykan
diteliti.*°
Dalam hal ini adalah mengenai pasal-pasal poligdalam KHI serta
kehidupan dan latar belakang sosial dari Siti Mbs8éulia, serta menganalisis
secara terperinci terhadap pasal-pasal poligamand#&H| dan pemikiran-pemikiran
yang ditungakan Siti Musdah Mulia, tentang perkamipoligami.
2. Metode Pengumpulan Data
Karena penelitian yang digunakan oleh peneliti upakan penelitian

kepustakaan murni, maka peneliti menggunakan stolumen yang merupakan

16 Soerjono Soekant®engantar Penlitian HukungJakarta: Ul Pres, 1984) 48.



suatu alat pengumpulan data yang dilakukan meldaia tertululis dengan
mempergunakancontent analysis®’
3. Sumber Data
Dalam sebuah penelitian terdapat dua sumber dai&) gumber data
primer dan sumber data skunder. Data primer ataa dasar adalah data yang
diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Baikpa bahan pustaka yang
berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupungréag baru tentang fakta yang
diketahui ataupun gagasén.
Dalam mengumpulkan data penulis mengambil dari Hakw, artikel-
artikel yang ada hubungannya dengan objek yang dikgifti.
Dalam penelitian ini data primer yang digunakanata
a. Siti Musdah Muliah. 2004 ,Islam Menggugat PoligamiJakarta:
Gramedia Pustaka Utama;
b. Siti Musdah Mulia, 2005, Muslimah Reformis: Perempuan
Pembaharu KeagamaaBandung: Mizan;
c. Siti Musdah Mulia dan Anika Farida, 200Berempuan dan Politjk
Jakarta: PT. Garamedia Utama;
d. Siti Musdah Mulia,Menuju Undang-undang Perkawinan yang Adil
Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya “ Amanderdedang-
Undang Perkawinan dan Keluarga untuk Melindungi -Hak
Perempuan dan Anak ”, PSW UIN Yogyakarta, 13-162106;

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

7 Ibid 20.
850ejono Soekanto dan Sri Mahmuéienelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Khusidsikarta:
Raja Grafindo Persada, 2003), 29.



f. Undang-undang Perkawinan (UUP)

Data skunder ialah bahan pustaka yang berisikanwntasi tentang bahan
primer. Data Skunder juga bisa diartikan sebagi gang diambil tidak dari sumber
langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihai ¢in sudah diolalf. Data-
data skunder merupakan pelengkap yang nantinyarafiistkan dengan data
primer?°

a. Abraham Silo Wilar, 2006Poligini Nabi Kajian Kritis-teologis Terhadap
Pemikiran Ali Syari'ati dan Fatimah MernissYogyakata: Pustaka Rishla;

b. Ali Husein Al-Hakim, et. Al., 2005, Membela Perempuan Menakar
Feminisme dengan Nalar Agamhkakarta: Al-Huda;

c. Agus Mustofa, 2007Roligami Yuuk Surabaya: PADMA Press;

d. Asghar Ali Enginer, 200embebasan Perempuafgyakarta: LKIS;

e. Eka Putri, 2007Jangan Rebut Suamikiliakarta: Pustaka al-Mawardi;

f. Fagihudin Abdul kodir, 2005Memilih Monogami Pembacaan atas Al-
Qur'an dan Hadis NabiYogyakarta: Pustaka Pesantren;

g. Muhammad Ali ShobuniTafsir Ayat AhkamJuz 1, Bairut: Dar Al-Koto Al-
lImiyah, 1999;

h. Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodig, 200Blembangun Keluarga
Humanis(Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kowtrsial
itu), Jakarta: Grahacipta;

i.  Nurudin Amiur dan Tarigan, Ahmad Azhari, 2004Hukum Perdata di

IndonesiaJakarta: Pernada Media;

19 Sutrisno HadiMetodologi ResearctyYogyakarta: 1986), 36.
“Ipid, 29.



j.  Rahmad Ramadana Al-Banjari dan Anas Al-Djohan Yal@®7, Indahnya
Poligami, Mengapa A’a Gym Menikah Lagi? “ Menyibakkmah Dibalik
Tabir Poligami.

k. Siti Musdah Mulia, et. Al.,, 2007Poligami Siapa Tak® Sebuah Wacana
Perdebatan Mengenai Poligami, Jakarta: Qultum MegliResember 2006,
Pukul 23.00 WIB.

|.  Sulaiman Al-Kumanyi,2007, Aa Gym di antara Pro-Kontra Poligami
(Semarang: PT. Pustaka Rejeki Putra;

m. Umi Sumbulah, 2006Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya
bagi Figih Mu'asyarah Laporan Penelitian “ Penelitian lImu Pengetahuan
Terapan ”, PSG UIN Malang;

4. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data yang diterapkan oleh penelitiaadalengan kegiatan

1?1 Dalam hal ini adalah

mengedit data ialah kegiatan memeriksa data yakgrtgou
buku-buku yang terkumpul apakah sudah lengkap m@@sih kurang, hal ini sangat
penting karena buku-buku tadi merupakan bahan utantak bahan penelitian,
maka dengan melakukan kegiatan memeriksa dataasiia yang terkumpul masih
kurang maka akan diketahui sejak awal.

Analisa data adalah proses penyederhanaan dattaketbentuk yang lebih
mudah dibaca dan interprestasikarDalam hal ini adalah menulis dan mencatat

data-data yang terdapat dalam buku-buku yang tegkiyrmenjadi sebuah laporan

penelitian.

1 Sanapiah Faisakormat-format Penelitian SosialJakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 33.
22 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode P¢ineBuvai, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian uratarbeberapa uraian
suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan .illdaElam kaitannya dengan
penulisan ini yang secara keseluruhan terdiri tavd bab, yang di susun secara
sistematis sebagai berikut:
BAB I: Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memermtarty latar
belakang, batasan masalah, rumusan masalah, to@raiitian, manfaat penelitian,
penelitian terdahulu, metode penelitian, sertaesiatika, pembahasan guna
mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya. Babperama-tama mengupas
beberapa aspek yang melatar belakangi pentingnyelipan ini dilakukan.
Kemudian dari aspek-aspek tersebut ditemukan bpagrarmasalahan yang perlu
untuk dikaji dan diteliti. Selanjutnya dilakukannpleatasan terhadap permasalahan-
permasalahan yang dikemukakan, pembatasan iniultdak pada ruang lingkup
penelitian terhadap pemikiran Siti Musdah Mulisakejari 1 Januari 2002 hingga 30
Desember 2007. Setelah dilakukan pembatasan, makadbvumuskan beberapa
permasalahan yang peneliti anggap penting dan aelewtuk diteliti. Setelah
spesifikasi penelitian sudah ditentukan, maka gatiaya ditentukan tujuan,
kegunaan, paradigma dan pendekatan serta metodétipanyang meliputi sumber
data, metode pengumpulan data dan metode anadisis d

Selanjutnya untuk membuktikan bahwa penelitian yaggulis lakukan kali
ini benar-benar baru dan bukan merupakan tiruan @taan dari penelitian yang
sudah ada, maka disajikan beberapa hasil penejiiag sudah pernah dibuat oleh

para peneliti terdahulu.



BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian ontologis dan episikigi dari permasalahan
yang menjadi objek kajiafi. Karena bab ini masih sebatas pada kajian pustafa d
belum sampai pada pokok permasalahan yang diteldka bab ini hanya berisi
teori-teori konsep poligami dalam kompilasi hukusiain (KHI), yang terdiri atas
prinsip-prinsip perkawinan di dalam KHI, syarat«gtadibolehkannya poligami di
KHI, dan prosedur pelaksanaan poligami di KHI.
BAB Ill: Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian ontologis dan episitigi dari permasalahan
yang menjadi objek kajiaff. Karena bab ini masih sebatas pada kajian pustafa d
belum sampai pada pokok permasalahan yang diteldka bab ini hanya berisi
teori-teori atau pemikiran Siti Musdah Mulia temgapoligami, yang di dalamnya
memuat tentang biogarafi Siti Musdah Mulia, priRgimsip perkawinan menurut
Siti Musdah Mulia, poligami menurut Siti Musdah Néyldan counter legal draft atas
pasal-pasal poligami di dalam KHI.
BAB IV: Analisis Data

Bab ini berisikan tentang analisis, diskusi ataarjretasi terhadap data yang
sudah disajikan pada bab Il dan®filPenulis akan memaparkan hasil dari penelitian
yang telah dilakukan, yaitu hasil analisis terhagapdangan Siti Musdah Mulia
terhadap pasal-pasal poligami di dalam KHI dan mentasi Siti Musdah Mulia atas

penolakannya terhadap pasal-pasal poligami di d&lidin

% Tim Dosen Fakultas Syari'aBuku Pedoman Penulisan Karya limigklalang: Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005), 52.

* |bid, 52.

% Ibid., 53.



BAB V: Penutup

Bab ini akan mengakhiri penyusunan penelitian iahg nantinya akan
berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran, kesiampdi kembangkan berdasarkan
seluruh hasil kajian sedangkan saran dikembangdlerdasarkan temuan dan
kesimpulan dari penelitian. Kemudian bab ini dileayyy dengan beberapa saran

kepada para aparat, dan akademisi.



BAB Il

KONSEP POLIGAMI DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI )

A. Prinsip-prinsip Perkawinan di dalam KHI

Prinsip-prinsip perkawinan dalam KHI terdapat pgdeal 2 dan pasal 3,
pada pasal 2 disebutkanPerkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon ghloéird untuk menaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadgh sedangkan pada pasal 3
disebutkan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupanaturtangga
yang sakinan, mawaddah, dan rahniah

Kedua pasal tersebut menjadi prinsip perkawinanap#dl, pasal 2
menyebutkan bahwa perkawinan itu merupakan selkahni yang sangat kuat di
hadapan Allah, Dja'far Al-Shadiq menyebutkan bahyang dimaksud dengan

miitsaaqon gholiidharatau perjanjian yang sangat kuat adalah sebughnpan



antara Allah dan para suami, sebagaimana di lukisidam surah Al-Bagarah ayat

231:

8 A > g

c P
S YT N P N e
Artinya : Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atataikanlah mereka
dengan cara yang ma'ruf (pulgQS. Al-Bagarah 231).

Ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suadup bersama istri
dan memperlakukannya dengan cara-cara yang sataunmmeenceraikannya dengan
cara yang santun pula. Tidak ada pilihan lain, kai& memilih hidup bersama istri,
tetapi menyengsarakannya tidak dikenal dalam Isl&®baliknya, Islam juga
mengutuk suami yang menceraikan pasangannya taaganayang dibenarkan
syara’?®

Selanjunya pasal 3 menjadi sebuah tujuan dari pénka itu sendiri yaitu

untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tanggg i naungi dengan

sakinan, mawaddahgjan rahmah Sebagaimana yang dilukiskan dalam surah Al-

Rum ayat 21:
Zg 8 AN\ s 2 AN e s gA o 2E A MBS, Ao A L E B

R T I 1T S R ST
@g))ﬁ.g{ﬂ%\!gw)@%j da>%
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dengiptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu derung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramwsarakasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu besraarb terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfik(QS. Al-Rum 21).

A\

Sedang prinsip perkawinan pada undang-undang per&avercantum pada

pasal 1 yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorapga

%6 Siti Musdah MuliaOp. Cit., 18-19.



dengan seorang wanita sebagai suami istri denggnatu membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkatuKanan yang Maha Esa
dan juga pada pasal 3 ayat 1 yang berbumada asasnya dalam suatu perkawinan
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isgbr&g wanita hanya boleh
mempunyai seorang suarhi Jadi kalau dilihat antara KHI dan UUP sebenarnya
pada kedua peraturan itu mengandung arti atauiprsebuah perkawinan yaitu
monogami.

Menarik untuk diketahui bahwamawaddah dan rahmah ini hanya
dikhususkan kepada masyarakat manusia, tidak kepaklaluk lainnya. Perkawinan
pada makhluk lain, seperti binatang dan tumbuh-timah, tujuannya semata-mata
untuk menjamin kelangsungan perkembangbiakan mejattiapenekanannya untuk
melanjutkan keturunan. Perkawinan manusia, meskipangandung tujuan untuk
melanjutkan keturunan, namun yang hakiki adalalukumhendapatkan keridaan
Allah Swt?’

B. Syarat-syarat Dibolehkannya Poligami di KHI
Syarat-syarat dibolehkannya poligami di KHI terdapada pasal-pasal
sebagai berikut:
Pasal 55
1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamabatas hanya sampai
empat orang istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suamusanampu berlaku adil

terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

27 |bid, 25.



3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2ktihungkin dipenuhi,
suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 55 ini sesuai dengan surah An-Nisa’' ayatad. [@enegasan pada pasal
55 ini adalah menjadi syarat mutlak bagi seoraregmswang hendak bristri lebih
dari satu, yaitu harus dapat berlaku adil terhagdg-istrinya dan juga anak-
anaknya.

Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada secsaagii yang akan beristri
lebih dari seorang apabila:
a. lIstri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagsi ist
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidalat disembuhkan;
c. lIstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 ini menjadi syarat tambahan bagi pembolgi@igami yang
dilakukan suami, jadi seharusnya Pengadilan Agada harus mengijinkan suami
untuk berpoligami jika keadaan istri berkebalikaamgan apa yang disebutkan pada
pasal 57.

C. Prosedur Pelaksanaan Poligami di KHI

Prosedur-prosedur pelaksanaan atau prosedur pangagligami bagi suami
yang akan melakukan poligami di KHI harus sesuaigda pasal-pasal sebagai
berikut:

Pasal 56
1. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang hamesmdapat izin dari

Pengadilan Agama;



2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat [@Rutian menurut tata
cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturanefiatah No. 9 Tahun
1975;

Yang antara lain adalah sebagai berikut:
Pasal 40
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristrihledari seorang maka wajib
mengajukan permohonan secara tertulis kepada pésrgad
Pasal 41
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seocsaagi kawin lagi,
ialah :

- bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannyzagai istri;

- bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yiadak dapat
disembuhkan;

- bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik eefsian lisan maupun
tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisparsetujuan itu harus
diucapkan di depan sidang pengadilan.

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjaaperluan hidup
istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

- surat keterangan mengenai penghasilan suami yaagdditangani oleh
badan tempat bekerja; atau

- surat keterangan pajak penghasilan; atau

- surat keterangan lain yang dapat diterima oleh &uifzm;



d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan beakiuerhadap istri-istri
dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau g@njswhmi yang dibuat
dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal padal pi0 dan 41,
Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri jargangkutan.

2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan olehirdaelambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, suratmronan beserta lampiran-
lampirannya.

Pasal 43
Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasgimpkbrmohonan untuk beristri
lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikarspotwya yang berupa izin untuk
beristri lebih dari seorang.

Pasal 44
Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencapsekawinan seorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang sebelum aalazip Pengadilan seperti yang
dimaksud dalam pasal 43.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketitau keempat tanpa
izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekutakum.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 @yamaka untuk

memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipesydrat-syarat yang

ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Ta@ié4 faitu:

2 Himpunan Peraturan Perundang-undangéBandung: Fokus Media, 2005), 46-47.



a. Adanya persetujuan istri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kepehidup istri-istri
dan anak-anak mereka.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 hufédaturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-igapat diberikan secara
tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun teddla persetujuan tertulis,
persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisém pada sidang
Pengadilan Agama;

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidpkrtlikan bagi seorang
suami apabila istri atau istri-istrinya tidak muirgklimintai persetujuannya
dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian agabila tidak ada kabar
dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnyaahun atau karena sebab
lain yang perlu mendapat penilaian HaKim.

Kedua pasal ini menjadi prosedur bagi suami unt@hgajukan poligami
terhadap Pengadilan Agama, sebagaimana yang tqadlar Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975. Seperti harus mengajukan pernashgecara tertulis terhadap
Pengadilan Agama, setelah itu baru Pengadilan Agaeraeriksa apakah seorang
suami itu layak untuk melakukan poligami, dan keraodeterusnya sesuai apa yang
disebutkan pada kedua pasal tersebut.

Prosedur-prosedur seperti itu harus terpenuhi séefmiang suami yang akan
berpoligami, karena tanpa prosedur seperti padasedsal itu Pengadilan Agama
tidak akan mengesahkan perkawinan poligami suammgate istri kedua dan

seterusnya, akibatnya bagi istri tidak mempuny&ukéan hukum untuk melakukan

29 Kompilasi Hukum Islam(Bandung: Fokus Media, 2005), 21-22.



gugatan terhadap suami, bila suatu saat suami maékeenya, sebagai contoh harta
gonogini, serta hak pembiyayaan terhadap anaknya.

Konsekuensi lainnya adalah, bahwa seorang anak tdtak mempunyai
catatan sipil yang menunjukkan bahwa si A anak slorang ayah si B, akibatnya
serorang anak hanya mempunyai pertalian hukum deigmya saja, atau dalam
kasarnya dapat disebut anak di luar nikah. Maka yaalg demikian ini juga
mengakibatkan seorang anak tidak akan mendapatiaasan dari ayahnya tersebut,
karena tidak adanya catatan hukum yang menghubongge@ keduanya, dan juga

hak atas pembiyayaan pendidikannya.



BAB Il

KONSEP POLIGAMI MENURUT SITI MUSDAH MULIA

A. Biografi Siti Musdah Mulia

Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., APU, lahir di Bone, Bwvesi Selatan pada
tahun 1958 tanggal 3 Maret, merupakan anak pertdana 6 bersaudara, dari
pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmaahildh tahun 1984 dengan
Prof. Dr. Ahamad Thib Raya, M.A. Beliau adalah pepean pertama sebagai
Doktor terbaik IAIN Syahid Jakarta tahun 1997, damglisertasiNegara Islam:
Pemikiran Husein HaikalDan merupakan perempuan pertama yang dikukuhkan
LIPI sebagai APU (Ahli Peneliti Utama) di lingkumg@epartemen Agama tahun
1999 dengan pidato pengukuhaRotret Perempuan Dalam Lektur Agama

(Rekontruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat BgalDan Demokra$i



Pendidikan formal Siti Musdah Mulia dimulai dab $li Surabaya dan tamat
tahun 1969, Pesantren As’adiyah di Sengakang Sseia8elatan dan tamat pada
tahun 1973, SMA Perguruan Islam Datu Museng tamatlaptahun 1974.
Menyelesaikan program sarjanah mudah di Fakultdsuludin Jurusan Dakwah
UMI (Universitas Muslim Indonesia) Makasar tahurB@3dan program Sl Jurusan
Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Arab IAIN Alaudlakasar pada tahun 1982,
dan menyelesaikan program S2 Bidang Sejarah di I18}dhid pada tahun 1992
serta program S3 Bidang Pemikiran Politik IslaniAdN Syahid Jakarta tahun 1997.

Pendidikan non-formal yang dijalani Siti Musdah IMuantara lain: Kursus
singkat mengenai Pendidikan HAM di Universitas @huigkorn di Thailand tahun
2000; Kursus singkat mengenai Advokasi PenegakanViH#an Demokrasi
(Internasional Visiator Program) di Amerika Serikahun 2000; Kursus singkat
Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Univessé@orge Mason, Verginia
Amerika Serikat tahun 2001; Kursus singkat meng@&edatin HAM di Universitas
Lund, Sewedia tahun 2001; Dan kursus singkat Mamaje Pendidikan dan
Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute almifistration and
Management (BIAM), Dhaka tahun 2002.

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai dosen l@esakdi IAIN Alaudin,
Makasar dari tahun 1982-1989; dosen luar biasaMii, Wakasar dari tahun 1982-
1989; peneliti Balai Penelitian Leteratur Agama,H25, Makasar dari tahun 1985-
1989; Penelitan Balitbang Departemen Agama di dakahun 1990-1999; menjadi
dosen Fakultas Adab IAIN Syahid di Jakarta mulhuta1992-1997; dosen Institut
lImu-ilmu  Al-Qur'an (1IQ) Jakarta tahun 1997-199®irektur Perguruan Al-

Wathoniyah Pusat di Jakarta dari tahun 1995 sasgiarang; dosen Pascasarjana



UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1999-200@npadi Staf Ahli Mentri Negara
Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang PencegaharskiDninasi dan
Perlindungan Minoritas dari tahun 2000-2001; TimliAWentri Tenaga Kerja R.I.
dari tahun 2000-2001 dan menjadi Bidang Pembinaamukigan Organisasi
Keagamaan Internasional tahun 2001 sampai sekarang.

Pengalaman Organisasi beliau antara lain: Ketuayafl IPPNU Sulawesi
Selatan tahun 1978-1982; Ketua Wilayah Fatayat NUSElI tahun 1982-19809;
Sekjen PP Fatayat NU dari tahun 1990-1994; menjéakil Sekjen PP. Muslimat
NU tahun 2000-2004; Anggota Dewan Ahli Koalisi Repeian Indonesia tahun
1999-2003; Ketua Forum Dialog Pemuka Agama Meng&mdierasan Terhadap
Perempuan tahun 1998-2001; Ketua | (MAMAI-Majelis Al-Alami Lil-Alimat Al-
Muslimat Indonesidahun 2001-2003; Anggota Forum Komunikasi Umata@ama
(FKUB) DKI, Jakarta tahun 2000 sampai sekaranga&étomisi Pengkajian Majelis
Ulama Indonesia Pusat tahun 2000 sampai sekarastga kPanah Gender dan
Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia tahun 200paasekarang; ketua Dewan
Pakar KPMDI (Korps Perempuan Majelis Dakwah Islahiytahun 1997 sampai
sekarang); Sekjen ICRMnflonesian Conference on Religion an Pgadari tahun
1998 sampai sekarang serta menjadi Direktur LKAG{baga Kajian Agama dan
Jender) dari tahun 1998 sampai sekarang.

Karya-karyanya antara lain: Pangkal Penguasaans@afgeab, terbit tahun
1989; Sejarah dan Pengantar lImu Hadis, terbitrtatfi®5; Sejarah dan Pengantar
liImu Tafsir, terbit tahun 1995, Negara Islam: Peanaik Haikal, terbit tahun 1997;
Lektur Agama Dalam Media Massa, terbit tahun 198@otasi Buku Islam

Kontemporer, terbit tahun 2000; Poligami Dalam Rawgan Islam, terbit tahun



2000; Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektim)s terbit tahun 2001;
Pedoman Dakwah Muballighat, terbit tahun 2000; AmalKebijakan Publik, terbit
tahun 2002; Untukmu Ibu Tercinta, terbit tahun 2082luk Beluk Ibadah Dalam
Islam, terbit tahun 2002. Menulis Puluhan entriadal Ensiklopedi Islam, tahun
1993, Ensiklopedi Hukum Islam tahun 1997 dan Epgiétli Al-Qur’an tahun 2000.
sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagairoibmiah, baik di dalam maupun
di luar negeri.

B. Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Siti Musdah M ulia

Agama diyakini setiap pemeluknya sebagai seperarajkegan Tuhan untuk
menjadi pedoman hidup yang harus ditaati agar ketdamat dalam mengarungi
kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang letbadi di akherat nanti.

Begitu juga tentang relasi hubungan laki-laki dzrempuan, di agama
Islam, relasi antara laki-laki dan perempuan diaemgan begitu terperinci, hal ini
tidak lain adalah untuk menjaga para pemeluknyaldsbuat zina.

Di samping itu perkawinan sendiri adalah sebagatisakad atau transaksi,
setiap perkawinan dalam dirinya mengandung seraagkzerjanjian di antara dua
pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebmmagsuami istri sangat
bergantung pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan geaigamjian tersebut. Itulah
mengapa Al-Qur'an menyebut perkawinan sebamgitisagan ghalizhaperjanjian

yang kokoh)*! Sebagaimana surah An-Nisa’ ayat 21:

%0 sjti Musdah MuliaOp. Cit., 10.
31 Ibid 17. baca juga Muhammad Zain & Mukhtar Alslipdilembangun Keluarga Human(dakarta:
Grahacipta, 2005) 23.
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Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padabbhgian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagaami-isteri. dan
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kaferjanjian yang kuat.
(An-Nisa’: 21)

Dari ayat tersebut, sangat jelas bahwa perkawinamupakan sebuah ikatan
yang sangat kuat antara suami dan istri, dan jkg@m keduanya dengan Allah.
Sebagaimana yang diucapkan Dja’far Al-Shadiq yargtg oleh Siti Musdah
Mulia dalam bukunya, bahwa yang dimaksud dengajamén yang kokoh dalam

ayat tersebut adalah perjanjian yang kokoh antaiahAdan para suanf.

Sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Bagaedt?ady:

N3 u)j;;ﬁ uﬁyﬂ)wjﬂ inwuuwluxu (]| ("\.Elia 1303

5 ;M.:).LEJ.Q.BVUJ‘JJ_QJJAJ ‘)i.’g.:.lbﬂou,b)iwﬁ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu merekaendekati akhir
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang'rufa atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pujaphganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karenagde demikian
kamu Menganiaya mereRa. Barangsiapa berbuat demikian, Maka
sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinyadign(Al-Bagarah: 231)

Ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suBertama hidup
bersama istri dan memperlakukannya dengan cara-garggy santun atau

menceraikannya dengan cara yang santun pula, édakpilihan lain. Karena itu,

32.0QS. An-Nisa’ (4): 21.
33 Siti Musdah MuliaOp. Cit.,18.
3 QS. An-Nisa’ (4): 231.
Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan tada' katau membiarkan mereka hidup
terkatung-katung.



memilih hidup bersama istri, tetapi menyengsarakariuak dikenal dalam Islaff.
Kedua ancaman bagi suami dari Allah, barang siapey ymerujuki istri mereka
dengan maksud memberi kemudlaratan bagi istrinyagkamitu termasuk
kemudlaratan bagi dirinya atau kezaliman terhadappnya.

Islam juga tidak membenarkan seorang suami metegrdstrinya tanpa
landasan syara’ atau yang dibenarkan oleh syam@kamintuk membangun sebuah
komitmen pernikahan menuju sebuatwaddah wa rahmat{cinta dan kasih
sayang), sebuah ikatan yang saling melengkapi ddimaingi serta menuju sebuah
ikatanmu’asyarah bil ma’rufpergaulan yang sopan dan santun). Sangat di perluk
sebuah janji di antara kedua belah pihak yaitu rantsuami dan istri untuk
memperlakukan pasangannya dengan baik sebagaineaemean Dja’far Al-Shadiq
yang dikutip oleh Siti Musdah Muligsaya berjanji kepda Allah bahwa saya akan
mengauli istri saya dengan cara yang santun, damalkatidak, saya akan
menceraikannya dengan cara yang santun plla

Selanjutnya, agar suatu perkawinan dapat mencapaant sebagaimana
ditetapkan syari’ah, yaitu kebahagian duniawi menkgbahagian hakiki yaitu
kebahagian akhirat, Siti Musdah Mulia menekankdvebsgpa prinsip dalam sebuah
perkawinan, yang harus ada agar tercapai kedud&glzan tersebut, yaitu:

1. Prinsip Kebabasan dalam Memilih Jodoh

Perkawinan pada mula hukumnya adalmang(mubah) dalam kata lain

boleh dilakukan dan boleh juga tidak, jadi dalanlakekan atau tidak melakukan

tidak akan mendapat dosa atau sangsi bagi yarigriidiakukannya. Melihat atas itu

% Siti Musdah MuliaQp. Cit.,19.
" Ibid, 19.



maka adalah sebuah ajaran Islam yang membebaskanyamuntuk dapat memilih
jodoh atau pasangan hidupnya baik bagi perempuanat&laki sepanjang tidak
melanggar ketentuan yang digariskan syari'ah.

Sebelum Islam, anak perempuan sama sekali tidakpomeyai hak pilih.
Bahkan, dirinya diposisikan sebagai komoditas ysemenuhnya di miliki oleh ayah
atau walinya. Ayah atau walinya dapat menentukapasisaja yang akan menjadi
jodohnya®

Namun Nabi Muhammad kemudian mengubah tradisidnasa radikal dan
drastis yaitu tidak boleh menikahkan anak perempyamg masih gadis tanpa

terlebih dahulu meminta persetujuannya. Hal iniagaiimana hadis Nabi yang

diriwayatkan oleh Imam Iskhaq bin Mansur dalam $h&ukhari yang berbunyi:
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Artinya: Nabi Saw, pernah bersabda, seorang janda tidak hdi@ikahkan tanpa
meminta pendapatnya terlebih dahulu; dan seorandiggperawan tidak
boleh dinikahkan kecuali dengan meminta persetujyarterlebih dahulu,
dan persetujuannya adalah diamnya.
Dari hadis tersebut di atas selain memuat larangamkahkan seorang janda
tanpa meminta persetujuan dari janda tersebut.jiEnsecara terang menyebutkan
bahwa seorang ayah atau wali dari seorang perawdak tdiperkenankan

menikahkan anak perempuan gadisnya tanpa terlethblad meminta persetujuan

dari anaknya, dan tanda dari persetujuan tersetalala diamnya, karena seorang

38 H

1bid, 20.
3% Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-ZabitiAl-Tajrid Al-Shahih |i Ahadists Al-Jami’
diterlemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Améngkasan Shahih Al-Bukhar{Cet. VI.,
Bandung: Mizan, 2002), 790.



gadis bersifat malu, maka diamnya dianggap kesmnya berbeda dengan
perempuan yang sudah janda.

Di samping itu, Nabi mempunyai kebiasaan bila akanikahkan putri-
putrinya terlebih dahulu memberi tahu mereka sebzg@a diriwayatkan dalam
Musnad ibn Hanbal:

“ Sesungguhnya si fulan menyebut-nyebut namamu. Kainelthu melihat

reaksi putrinya itu. Jika diam, itu tandanya setwan pernikahan dapat

segera dilangsungkan. Namun, jika putrinya menutiipi kamar, itu
tandanya tidak suka dan Rasul pun tidak memaksk&handakny&.

Kebiasaan Nabi meminta persetujuan anak gadisnigandaenentuan jodoh
merupakan hal baru di kalangan masyarakat Arabarbdatanan masyarakat Arab
ketika itu perempuan dianggap tidak memiliki diangendiri, karena itu seluruh
keputusan yang berkaitan dengan dirinya, termasekemtukan jodohnya tidak
perlu dibicarakan dengannya. Seorang ayah menfibkiijbar (memaksa) dalam
urusan perkawinan. Apakah anak perempuan itu setau tidak sama saja, tidak
berpengaruh pada keputusan yang akan diambil etataisg ayaﬁ‘?

Namun, sayangnya kebiasaan baru yang dikenalkan Nébi, mengenai
permintaan ijin dari seorang anak perempuannyakudittikahkan dengan seorang
laki-laki yang tidak dicintai dan tidak dikenal, sila tetap berlaku, hal ini
disebabkan oleh hak ijbar seorang ayah terhadajnyayt sehingga seorang ayah
mengklaim bahwa dirinya bertanggung jawab atas apakinya termasuk

mencarikan jodoh, walaupun seorang laki-laki yamjgddhkannya itu bukanlah

seorang yang dikenal atau dicintai oleh putrinya.

“0 Siti Musdah MuliaOp. Cit.,21.



Mereka lupa bahwa anak juga punya hak untuk mekentsendiri garis
kehidupannya. Selama kehendak anak tidak bertesmamigngan norma-norma
agama, orang tua tidak perlu memaksakan kehendakeperti contoh yang
diberikan Nabi Saw. Syariat Islam memberi peturgpada para orang tua agar
tidak memaksakan kehendaknya dalam masalah pengotizh anak-anak mereka.
Para orang tua harus arif memahami dan dapat memelengan lapang dada jika
anak-anak mereka terpaksa menolak pilihannya.

Akan tetapi meskipun Islam memberi kebebasan daencari pasangan,
namun tetap ada rambu-rambu yang diberikan agak sdlah dalam memilih suami
atau isteri, seperti dilarang menikahi musrik (grgang mempersekutukan Allalh),
dilarang menikahi orang yang termasuk dalam kategahram (yang tidak boleh
dinikahi menurut syar’i), dan dilarang menikahi ip@z dan orang-orang yang
berprilaku keji, sebagaimana yang terdapat pada AQSisa’,[4] 23-24, Al-Nur,
[24]: 3 dan 26).

Selain itu ada petunjuk praktis memilih jodoh, sé@perbaca dalam hadis
Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah:

“Biasanya perempuan dinikahi karena hartanya, ateeturunannya, atau

kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkanldihgoimu atas yang

beragama, kalau tidak engkau akan sengsara.”

Kriteria memilih pasangan hidup berdasarkan empdt yakni kekayaan,
keturunan, kecantikan, dan agama bukan hanya mbragolaki, melainkan juga
berlaku bagi perempuan. Mengutamakan pilihan a&gingbangan keagamaan

adalah sangat penting, baik bagi laki-laki mauparempuan. Karena itu, suami atau



isteri yang ideal adalah orang yang taat beragaftsaumsinya, semakin taat
seseorang beragama semakin beradap pulalah pesitKu
2. Prinsip Mawaddah wa RahmalfCinta dan Kasih Sayang)

Prinsip ini, antara lain ditemukan pada QS Al-R&9]{21:
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Denoiptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu derung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramsarkasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benaaget tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.[Ar-Rum: 21).

A\

Mawaddahsecara bahasa bermakna cinta kasih, sedamgkarahbermakna
kasih sayangMawaddah wa rahmaterbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela
berkorban demi kebahagian pasangannya. Suamsgjak akad nikah hendaknya
telah dipertautkan oleh ikatamawaddah dan rahmasehingga keduanya tidak
mudah goyah dalam mengarungi samudra perkavihan.

Rasa cinta dan kasih sayang yang mengikat lakidekgan wanita atau
sebaliknya dapat menyatukan keduanya dalam sa@nikaluarga. Beberapa faktor
dan beberapa unsur, yang paling pokok dari semyaagdah adanya keserasian dan
kesesuaian antara keduanya. Keserasian datangkesgsuaian hubungan batin
(seagama), status sosial, dan kesamaan-kesamaagalayang tampaknya semua

merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh Allthsaja.**

*Ibid, 22-23.

“2QS. Ar-Rum (29): 21.

“3 Siti Musdah MuliaQp. Cit.,25.

4 Hasan Ayyub, As Sulukul ljtima’i Fil Islam, ditenahkan Tarmana Ahmad Qasim, Endang
Suhinda dan Sofyarktika Islam Menuju Kehidupan Yang Hakikiet.l. Bandung: Trigenda Karya,
1994), 257.



Karenanya, tanpa perinsipawaddah wa rahmalni sebuah perkawinan
tidak akan berlangsung lama, karena keluarga yatak tdibangun pada prinsip
saling mencintai dan menyayangi, akan mudah peetikakdatang sebuah badai
yang menerpa rumah tangga tersebut, itu semuaatikab karena rasa cinta dan
kasih sayang mereka yang telah rusak atau bahkiam siada.

3. Prinsip Saling Melengkapi dan Melindungi

Al-Quran menerangkan bahwa suami dan istri salmglengkapi dan
menguatkan. Prinsip saling melengkapi, menguatleamrdelindungi ini ditemukan
pada QS Al-Bagarah ayat 187:
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Artinya: ...... istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, deamupun adalah
pakaian bagi merekdQS. (1): 187).

Sehubungan dengan ayat tersebut Imam al-Qurtubaisiekan ayat tersebut
dengan:

“Menurut asal maknanyaal-libas berkenaan dengan pakaian. Kemudian,

penyatuan hubungan suami dan istri disdlinggs karena keduanya saling

menyatu dengan erat bagaikan melekatnya pakaianhzatin™®

Selanjutnya, ayat tersebut menegaskan posisi gatega dan sedrajat bagi
suami-istri. Suami adalah pakaian bagi istri damidi@n pula sebaliknya. Pakaian
bagi manusia berfungsi sebagai pelindung dan fuitgisih yang diharapkan dari
suami istri dalam kehidupan keluarga.

Sebagai makhluk laki-laki dan perempuan, masingimasmemiliki

kelemahan dan keunggulan. Tidak ada seseorang semgurna dan hebat dalam

%5 QS. Al-Bagarah (1): 187.
“% Siti Musdah MuliaOp. Cit.,255.



semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serbar&e@an. Karena itu, dalam
kehidupan suami-istri, manusia pasti saling mentikeno. Masing-masing harus
dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangan, ipakatan menutupi tubufi.

4. Prinsip Mu’asyarah bil Ma'ruf (Memperlakukan Isteri dengan Sopan)

Prinsip ini jelas sekali dinyatakan pada QS AlaN{#]:19:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamempusakai wanita
dengan jalan pak$a dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yanghté&amu berikan
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjeeji yang nyata’
dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemubikn kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mundé@mu tidak
menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padakgbaikan yang
banyak”. (An-Nisa’: 19)

Ditemukan sejumlah tuntutan dalam Al-Quran dandi®aagar suami
memperlakukan istrinya secara sopan dan santuant@iranya yang termasyhur
adalah hadis Nabi yang diucapkan ketika haji wada’:

“Bertakwalah kamu kepada Allah berkaitan dengansam perempuan,kamu

telah mengambil mereka sebagai amanat Allah danukiaatah memperoleh

(dari tuhanmu )kehalalan atas kehormatan merek&aiimatillah (dengan
kalimat Allah...).”

" Ibid, 26-27.
8 QS. An-Nisa’ (4): 19.

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan waritdak dengan jalan paksa dibolehkan.
menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabilaeasgameninggal dunia, Maka anaknya yang tertua
atau anggota keluarganya yang lain mewarisi jatdajanda tersebut boleh dikawini sendiri atau
dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diaoibh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi
0 Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.



ltulah hadis yang diucapkan Nabi Saw. Di hari-hakhir kehidupannya.
Karena tidak lama berselang setelah haji wadaelens Nabi pun kembali ke
Rahmatullah.

Begitu kuatnya perhatian dan pemihakan Nabi kepadan perempuan,
yang senantiasa mendapatkan perlakuan tidak serdinmiasyarakat terlihat jelas
dalam hadis tersebut.

Sampai-sampai pada masa-masa akhir hidupnya purhi Maasih
menyempatkan diri, untuk menyampaikan peringatapate pengikutnya agar
berlaku arif dan bijak kepada perempuan, khusutsryeadap istri.

Para suami hendaknya memperlakukan mereka seqwgardéuntunan Allah.
Nabi dalam hal ini bukan hanya sekedar mengingattetapi memberikan contoh
teladan yang sangat konkrit. Nabi tidak pernah neglitfatkan perilaku yang kasar
kepada istri-istrinya, malah Nabi selalu bersikembut, sopan dan santun kepada
mereka. Bahkan, Nabi tidak segan-segan mengamihil tafjas-tugas mereka di
rumah tangga.

Dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan Al-Tdan Nabi
mengatakan: sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadafu&rganyé.
Dalam redaksi lain dikatakansébaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap
isterinya”™*

Selanjutnya dalam surah al-Bagarah ayat 231 juggbdikan:
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Artinya: “ ...Istrinya harus diperlakukan dengan baik, tetajka hendaknya
diceraikan dengan baik pula{QS. Al-Bagarah (1): 231).

*1Sjti Musdah MuliaOp. Cit.,27-29.
2QS. Al-Bagarah (1): 231.



Ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan baghsuadup bersama isteri
dan memperlakukannya dengan cara-cara yang sat@umenceraikannya dengan
cara santun pula. Tidak ada pilihan lain, kareomaniemilih hidup bersama istri,
tetapi menyengsarakannya tidak dikenal dalam Islam.
Sebaliknya, Islam juga mengutuk suami yang menka&maipasangannya
tanpa alasan yang dibenarkan syara’. SebagaiméeantiDja’far Al-Shadiq yang
dikutip oleh Siti Musdah Mulia, setiap laki-laki iy@ hendak menikah sepatutnya
mengucapkan janji sebagai berikut:
“ Saya berjanji kepada Allah bahwa saya akan marggseri saya dengan
cara yang santun, dan kalau tidak, saya akan negkaenya dengan cara yang
santun pula>®

5. Prinsip Monogami

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagdimatan lil ‘alamin (agama
yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salatbeatuk rahmat itu adalah
pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuogrsgtara dengan laki-laki.
Ukuran kemulian seorang manusia di sisi Tuhan &dgeestasi dan kualitas
takwanya, tanpa membedakan ras, etnik, dan jefasmienya>*

Al-Quran tidak pernah memerintahkan pada setiapngdeknya untuk
melakukan poligami. Namun ironisnya masih banyak dasih terjadi, praktek
poligami di kalangan kita, dengan mengangkat sulayailt saja itu tidaklah cukup,
untuk menganggap ayat tersebut sebagai sebuabamjaukum untuk melakukan

poligami.

%33iti Musdah MuliaOp. Cit.,19.
** Siti Musdah Mulia dan Nanik Farid®erempuan dan PolitikJakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2005), 45.



Akan tetapi permasalahannya di sini adalah, maaitydknya di kalangan
kita yang beranggapan bahya ayat ke 3 dari suraNiga, itu diturunkan berkaitan
dengan poligami. Akan tetapi, dengan menyimak saiswadaksinya saja, kita dapat
mengetahui sejarah jelas bahwa ayat ini bukan amjuntuk poligami, melainkan
lebih pada memberikan solusi agar para wali tedrindari berbuat tidak adil
terhadap anak yatim yang berada dalam perwaliaekagyaitu dengan mengawini
perempuan yang lain saja.

Perlu diketahui, kritik Al-Qur'an terhadap praktpoligami dengan dasar
moralitas keadilan disebut di tiga tempat. Semaritawenangan poligami jika betul
dipahami sebagai kewenangan hanya disebutkan witeaipat. Ketiga tempat itu;
pertama pada pembicaraan perlunya berlaku adil terhadagk amtim sebagai
pijakan kewenangan terhadap poligami, bahwa poligaemiliki resiko besar yang
sama seperti pemeliharaan anak yatim. Jika betidik adil pada yang pertama,
sama seperti berlaku tidak adil terhadap yang keSama-sama dosa dan berakibat
sangan buruk.Kedug pada penyebutan moralitas keadilan sebagai syarat
kewenangan poligami, jika tidak mampu maka mencka&ngstri dengan satu istri
saja. Keduanya disebutkan di dalam ayat yang keagesurah An-Nisa’'. Sementara
yang ketiga disebutkan pada ayat 129 dari surah yanag saatayabmoralitas
keadilan merupakan sesutau yang tidak mungkin akiak pelaku poligami. Oleh
karena itu, disarankan untuk berhati-hati dan cerd@am memperlakukan para

istri.

® Sjti Musdah Mulia, Op. Cit., 91. Baca juga Imam Az-ZabidiMukhtasor Sahih Bukhari
diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Améngkasan Shahih Al-Bukhari{Bandung:
Mizan, 2002) 734-735. Dan baca juga Muhammad Atilfimi, Tafsir Ayat AhkamJuz 1 (Bairut: Dar
Al-Koto Al-limiyah, 1999), 298-299. Dan baca jugayyid Quthb/Fi Zhilalil-Qur'an, di terjemahkan
As’ad Yasin, Di Bawah Naungan Al-Qur'an, (Jakafema Insani Press, 2002), 113-125. Dan baca
juga Sulaiman Al-KumanyQp. Cit.21-24.



Penyebutan moralitas keadilan sebanyak tiga kaéindgpembicaraan ayat
An-Nisa’, memastiakan bahwa pokok bahasan ayatahdélukan pada soal
kewenangan poligami. Pada saat yang sama juga rtikamalsahwa poligami bukan
sesuatu yang dianjurkan ayat-ayat Al-Qur'an, apatiignggap keutamaan dan
pilihan Islam. Penegasan ini semestinya menjadirpeangan untuk tidak gegabah
menganggap poligami itu ibadah.

C. Poligami Menurut Siti Musdah Mulia

Membicarakan poligami menurut Siti Musdah Mulia,kadidak akan lepas
pada pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap poligaRasul, karena inti dari
permasalahan poligami di masyarakat masih banyakapg beranggapan, bahwa
hubungan sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan puligga, atau boleh dikatakan
poligami berarti melakukan sunnah Nabi dan mendapgpahala.

Oleh karena itu untuk memudahkan pandangannya mangeoligami
sampai pada akhirnya hukum poligami menurutnya,anma&nurut peneliti alangkah
baiknya bila secara berurutan kajian poligami men@iti Musdah Mulia ini di
awali dari poligami Rasul, poligami di masyaraksrbagai implikasi poligami, dan
selanjutnya baru hukum poligami menurut Siti Mustfatiia.

1. Poligami Rasulullah Saw

Berbicara poligami, tidak bisa lepas dari apa yditekukan oleh Rasulullah

saw. Beliau berpoligami untuk memberikan contohkapl ayat-ayat yang bercerita

tentang beristri lebih dari satu itu. Memang dib&kn, akan tetapi banyak di antara

*¢ Fagihudin Abdul KodirQp. Cit.,71-72.



kita yang kurang memahami makna poligami ini, sggén maksud yang semula
mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasieual belak¥.

Untuk dapat memahami poligami Nabi secara benar pla@porsional,
seseorang terlebih dahulu harus mengerti aspe&risisari ajaran Islam. Paling
tidak, mengerti dan menghayati sejarah perjalandaphpribadi Nabi Muhammad
Saw.>®

Nabi Muhammad menjunjung tinggi martabat dan hakferempuan yang
telah ditentukan Islam buat mereka. Tidak hanyardateori, tetapi juga dalam
praktik beliau meninggikan perempuan. Beliau meratan kesetian dari kaum
laki-laki maupun perempuan, dan beliau juga menékapaperempuan sebagai
pendamping sepanjang masa perjuangafthegaimana contohnya, Nabi begitu
setianya terhadap Sayyidah Khadijah binti Khuwasid beliau yang pertama. Nabi
Muhammad menjadikan Khadijah sebagai figur pendaghpidup dan juga dalam
susah getirnya perjuangan syiar Islam.

Sepeninggal Khadijah, beliau sangat sedih dan hiseipdirian hingga
beberapa tahun tanpa menikah lagi dengan wanita K@mudian beliau menikah
dengan ‘Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra.pkelian dengan Saudah binti
Zam’ah Ra. dalam tempo yang berdekatan. Beliak ta@lakukan poligami kecuali
setelah usia beliau lima puluh tiga tahun. Dengata kain, beliau berpoligami pada
usia paruh baya dan sudah beranjak tua. Semeriéda kaum laki-laki mulai
mengalami fase penurunan setelah usia empat palobint sebagaimana yang

dikuatkan oleh berbagai penelitian.

" Agus MustofaPoligami Yuuk (Surabaya: PADMA Press, 2007), 225.

%8 Sjti Musdah MuliaOp. Cit.,69.

%9 Abraham Silo WilarPoligini Nabi (Kajian Kritis-Teologis Terhadap Pekiran Ali Syari'ati dan
Fatimah Mernissi)(Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006) 77-78.



Dari sini dapat diperhatikan bahwa masa-masa yatfigblewati bersama
khadijah dengan monogami adalah masa-masa yanggpdlerkesan dalam
kehidupan beliau. Sementara sepuluh tahun teragdat melakukan poligami
merupakan masa-masa yang dipenuhi dengan tugasnpemagama, negara, umat,
dan selaku komandajihad fi sabililah dalam kancah pertempuran. Hal ini
menunjukkan bahwa pernikahan beliau dengan wanitiearb karena dorongan
syahwat, tetapi merupakan pernikahan dengan bebepaptimbangan syari'at,
kemanusian, dan politf¥.

2. Poligami di Masyarakat

Di masyarakat poligami selalu dipandang sebaganauriNabi Muhammad
Swa. dan memiliki landasan teologis yang jelasw&)S. Al-Nisa’ [4]:3, karena itu,
melarang poligami berarti melarang hal yang mulial dibolehkan Allah dan itu
berarti menentang ketetapan AlftHPemahaman seperti itu patutlah untuk diubah,
agar poligami Nabi tidak disalah artikan dan maksudia yang terkandung dalam
poligami Nabi dapat tersampaikan.

Akan tetapi, di masyarakat pengertian sunnah Nelaiis dikaitkan dengan
poligami. Ini sesungguhnya mereduksi makna suntuakeindiri. Sunnah Nabi yang
paling mengemuka adalah komitmennya yang begitut kuduk menegakkan
keadilan, kemaslahatan dan kedamaian di masydfakn seperti inilah yang

sering dijadikan alasan pertama dalam melakukagarol di masyarakat.

% Rahmad Ramadhana Al-Banjari dan Anas Al-Djohan ydamdahnya Poligami;Mengapa AA
GYM MENIKAH LAGI? “Menyibak Hikmah Dibalik Tabir Poligami”(Yogyakarta: Pustaka Al-Furgan,
2007), 73-74. Baca juga Siti Musdah Mul@yp. Cit.,68-84.

1 Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodi@p. Cit., 47-48.
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Alasan yang kedua adalah kelebihan jumlah perempt@as jumlah pria.
Kelahiran bayi perempuan tidak lebih banyak dadgphayi pria. Apabilah secara
kebetulan, kelahiran anak perempuan di beberaparinegih banyak dari anak-anak
laki-laki, maka di negeri-negeri lain kelahiran ktamnak laki-laki lebih banyak dari
bayi perempuan. Hal yang selalu menjadi sebab jumpkrempuan usia menikah
lebih banyak dari jumlah pria usia menikah ialahvea kematian pria, dahulu dan
sekarang, selalu lebih banyak dari pada perem?:ﬁmlmn tetapi, jika mengacu pada
Data Biro Pusat Statistik yang dimaksud denganbiieden jumlah perempuan adalah
perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dansibatéahun.

Logikanya, kalau ingin poligami, pilihlah perempudnbawah umur atau
lewat umur. Tetapi, menikahi perempuan di bawah rudalam konteks sekarang
dipandang sebagai suatu (kejahatan pedofilia) kamelanggar HAM. Jadi hanya
ada satu pilihan, yakni menikahi perempuan langia weperti dicontohkan Nabi,
dan ini agaknya dapat mengurangi problem sosiaj paia’*

Dan alasan yang ketiga, karena istri mandul atapelpgakit kronis yang
sulit disembuhkan. Manusia diciptakan tuhan dalamdisi fisik yang berbeda-beda;
ada yang kuat lagi sehat, ada yang lemah lagi-sakitan, ada yang lengkap dan
sempurna, ada pula yang cacat. Poligami dalam Islgarbolehkan mengingat
perbedaan-perbedaan fisik manusia ini. Masyarakaslim di berbagai belahan
dunia, umumnya membenarkan poligami dengan alasag gerkenan dengan hak
laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyetagan tersebut sebagai

alami®

53 Ali Husein Al-Hakim, et. Al.,Op. Cit189.
 Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodigp. Cit.49. Baca juga Siti Musdah Muli@p. Cit.53.
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Untuk alasan seperti itu harusnya kita sadar, ba@ah perasaan seorang
istri yang dalam keadaan kritis lagi kronis yandgak dapat disembuhkan, yang
membutuhkan dukungan suami tercinta serta kasianggya, seperti janji di awal
pernikahan, malah ditinggalkan dengan mengawiniitaalain. Jika memang itu
yang terjadi pada istrinya, atau juga mandul.

Akan tetapi, bagaimana bila hal yang sebaliknyjadgrseorang suami yang
giliran kena penyakit yang kronis dan kritis yamgak dapat disembuhkan, serta
mandul. Pertanyaannya, apakah mereka mau untuingfialkan istrinya dengan
kawin lagi dengan laki-laki lain, dengan alasanrkelsan suami atau kemandulan
suami. Nyatanya, hal yang sedemikian itu tidak alerterpikirkan oleh mereka,
malahan mereka dengan alasan yang demikian itucaobanuntuk melegalkan
poligami mereka.

3. Berbagai Implikasi Poligami

Sebelumnya mengenai implikasi poligami atau damgak perkawinan
poligami, sudah peneliti singgung sedikit padarlalakang masalah di atas, yaitu
seperti semangat hubungan yang semula erat, kdreselam keluarga hanya ada
seorang suami dan seorang istri, menjadi renggarenk adanya orang ketiga, yaitu
istri kedua ketiga atau keempat, hal ini adalam#&suk sebagian kecil saja dari
dampak-dampak poligami, dan masih banyak lagi dardpampak yang lainnya,
yang akan dibahas pada subbab ini.

Dampak dari perkawinan poligami atau juga implikasiigami dapat dibagi

menjadi tiga implikasi yaitu:



a. Implikasi Sosio-Psikologis Terhadap Perempuan

Poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan daghpsman terhadap
martabat perempuan. Sebab, mana ada perempuarrglangan bersedia dimadu,
sebagaimana halnya laki-laki, mana ada yang relddesedia dimadu.

Qasim Amin menggambarkan

Sosok suami yang memiliki istri banyak tidak ubadngeperti seekor ayam
jantan yang dikelilingi oleh sekumpulan ayam betifang demikian itu adalah
alamiah di dunia satwa, tetapi tidak alamiah bagnusia. Berbeda dengan manusia,
binatang tidak memiliki emosi sehinnga poligami dunia binatang tidak
menimbulkan problem psikologis, seperti yang dialaranusia. Karena itu semakin
beradap suatu masyarakat, semakin jarang poliggunpii. Konklusinya, semakin
tinggi tingkat keberadaban masyarakat, seharusmyaaldn berkurang jumlah
poligami.

Secara psikologis semua istri akan merasa tergadggusakit hati melihat
suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Séjypalzelitian mengungkapkan
bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminyaikaé lagi secara sepontan
mengalami perasaan depresi, stress berkepanjasgdih, dan kecewa bercampur
satu, serta benci karena merasa telah dikhianaghAya, perasaan demikian bukan
hanya terjadi pada istri pertama, melainkan jugdapastri kedua, ketiga, dan
seterusnya. Umumnya, para istri setelah mengesafaiminya menikah lagi bingung
kemana harus mengadu. Di samping bingung, mergjeamalu pada tetangga, malu
pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan jugla pada anak-anak. Ada
anggapan di masyarakat bahwa persoalan suamimstiipakan persoalan sangat
privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada ordaig, termasuk pada orang
tua. Akibatnya, istri seringkali menutup-nutupi daerprilaku seolah-olah tidak

terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit diagsm mereka justru menyalahkan diri

sendiri dan menganggap diri merekalah yang bers&#ap istri yang tidak mau



terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhakielparga demi menjaga nama
baik keluarga, terutama keluarga besarnya, danyagzk menghindari stigma dari
masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagiairile) semua kekesalan dan
kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lanshat jika tidak diatasi akan
menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, sepsedit tidur, sulit makan,
sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangama ggghgguan emosional, seperti
mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga.

Hal demikian disebabkan setidaknya oleh dua algsariama karena rasa
cinta istri yang begitu mendalam. Umumnya istri rpemsayai dan mencintai
suaminya sepenuh hati sehinnga dalam dirinya taldk lagi ruang untuk cinta
terhadap laki-laki lain. Istri selalu berharap suama berbuat hal yang sama terhadap
dirinya. Karena itu, istri tidak dapat menerima raugya membagi cinta pada
perempuan lain, bahkan kalau mungkin setelah matidia tidak rela dia menikah
lagi. Alasan kedua, karena istri merassderior atau rendah diri seolah-olah
suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampamenuhi kepuasan
biologisnya. Perasaamferior itu semakin lama meningkat menjadi problem
psikologis yang serius, terutama kalau mendapainiak dari keluarga. Boleh jadi
ditemukan ada perempuan yang sungguh-sungguhimeéd, namun kerelaan atau
kesediaan dari satu atau segelintir perempuan tidéh dijadikan acuan untuk
menggeneralisasikan, apa lagi untuk memaksakanrubelperempuan dapat
menerima hal yang sarfia.

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk lKonhternal dalam

keluarga, baik di antara sesama istri, antara dstn anak tiri atau di antara anak-

% Siti Musdah MuliaOp. Cit.135-138.



anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yatak tsehat di antara istri.
Permusuhan di antara istri diistilahkan oleh Fadekganwomen womeni lupus
Istilah itu disimpulkan dari pengalaman pribadinggndiri. la melihat dan
mengalami secara langsung bagaimana permusuhaa #éntekandung dan para ibu
tirinya (istri-istri bapaknya). Pengalamannya megukkan betapa kuat konflik yang
terjadi di antara para istri, dan perempuan yarg kikan mengalahkan perempuan
yang lemah. Padahal pertarungan di antara meredingguhnya hanyalah untuk
memperebutkan perhatian lebih banyak dari suammg¥Yaenarik bahwa berbagai
aktivitas yang dilakukan para istri sama sekahkighenunjukkan fungsinya sebagai
subjek dari perempuan itu sendiri, melainkan beguantuk menjadi objek bagi
laki-laki. Mereka berupaya sedemikian rupa untuknja@i paling menarik, paling
baik, dan paling menarik perhatian laki-laki, dalél ini suaminya. Yang lebih
menyedihkan bahwa konflik-konflik psikologis di ara istri membuat perempuan
menjadi makhluk pemangsa yang bersedia melakukarsajp, terutama jika kadar
keimanannya kurang, demi bertahan hidup dalam aatgang diciptakan laki-laki.
Musuh mereka jadinya bukan laki-laki yang menintials-hak mereka, tetapi sesama
perempuan. Fenomena ini menyimpulkan bahwa pasisiordinat perempuan
terhadap laki-laki, justru dilanggengkan oleh pegpaan itu sendiri. Kaum
perempuan masih sulit untuk lepas dari posisiny@aga objek karena kentalnya
nilai-nilai patriarki dalam masyarakat.

Permusuhan antar istri terjadi karena suami biasadelyih memperhatikan
istri muda ketimbang istri lainnya. Bahkan, tidadcgng setelah menikah suami
menelantarkan istri lainnya dan anak-anaknya. Syamis hubungan dengan istri

dan anak-anaknya. Untung kalau sang istri punyalesilan yang dapat menutupi



kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, kalau tidalekmeakan menjadi beban
keluarga atau masyarakatnya. Tentu ini lambat laken menimbulkan problem
sosial yang serius di masyarakat.

Karena suami menikah lagi, hubungan baik dan haisnatri dengan
keluarga besar suami menjadi tergangu, demikiaraligaelga hubungan suami
dengan keluarga besar istri juga terganggu. Pernleawpada esensinya menyambung
ikatan antara dua keluarga besar, poligami memika#n itu terganggu, bahkan
mungkin terputus.

Perkawinan poligami juga membawa dampak buruk padiembangan jiwa
anak, terutama bagi anak perempuan. Penelitian gdagukan Mudhofar Badri
mengungkapkan temuan yang memperhatikan sebagriithéterkawinan poligami
menimbulkan beban psikologis yang berat bagi amak-a Anak malu ketika
ayahnya dijuluki “ tukang kawin ”, sehingga timbugsa minder dan menghindar
bergaul dengan teman sebayanya. Bagi anak peremmpaaanya sulit bergaul
dengan teman laki-lakinya. Kebanyakan dari anak-a/@amg ayahnya berpoligami
lalu mencari pelarian lain, seperti narkobah, pel@abebas dan sebagainya. Hal ini
disebabkan karena mereka kurang mendapatkan @ertddri orang tua, terutama
ayahnya yang harus membagi waktu untuk istri latapy malah sama sekali tidak
ada koomunikasi lagi dengan anaknya. Akibat ladpii tekanan psikologis bagi
anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik gglairmereka mudah terserang
berbagi penyakit’

Jadi dari seluruh pemaparan mengenai konflik, lzaitara istri dan istri,

antara istri dan anak tiri maupun anak dengan yaak terjadi pada perkawinan
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poligami, ini semua dapat disimpulkan, bahwa perkaw poligami sangat jauh
dengan tujuan dari perkawinan dalam Islam, yakaingd mawaddah wa rahmah
sarat dengan pendidikan sopan santun, dilimpahjatelkeharmonisan, kedamaian
dan kebahagian yang dirasakan oleh seluruh angghtarga.

b. Implikasi Kekerasan terhadap Perempuan

Poligami berimplikasi pada maraknya berbagai berkekerasan terhadap
perempuan. Laporan Rifka Annisa, sebuah institasigypeduli pada kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan, menjelaskan bahamassebhun 2001 mencatat
sebanyak 234 kasus kekerasan terhadap istri. Raésafdengenai status korban
mengungkapkan 5,1% poligami secara rahasia, 2,5%liglhmi resmi, 36,3%
korban selingkuh, 2,5% ditinggal suami, 4,2% dicedad% sebagi istri kedua, dan
0,4% lainnya sebagai teman kencan. Jenis kekergaag dilaporkan meliputi
kekerasan ekonomi sebanyak 29,4%; kekerasan fi8jR%; kekerasan seksual
5,6%; dan kekerasan psikis 46,1%.

Laporan Rifka Annisa tersebut sejalan dengan beib&gnuan penelitian
menjelaskan bahwa salah satu sebab munculnya kasus-kekerasan dalam rumah
tangga, khususnya penganiayaan terhadap istriradatani menikah lagi atau suami
memiliki affair dengan perempuan lain. Penganiaygearg dilakukan terhadap istri
dapat berupa pemukulan secara fisik, pemaksaannpahbuseksual, ancaman,
intimidasi dan terror, serta pemberian uang belgajgy dibatasi atau mengabaikan

kewajiban memberi nafkah. Dengan ungkapan lairerdikempat bentuk kekerasan



terhadap istri, yaitu kekerasan fisik, kekerasakagbsgis, kekerasan ekonomi, dan
kekerasan seksudl.
c. Implikasi Sosial terhadap Masyarakat

Problem sosial yang sering muncul di masyarakaagabimplikasi dari
poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah di #lawangan adalah perkawinan
yang tidak dicatatkan, baik di kantor pencatatakaNiatau Kantor Urusan Agama
(KUA) bagi umat Islam dan kantor catatan sipil (RAsgi yang bukan Muslim.
Hampir dapat dipastikan bahwa hanya sedikit penkawipoligami yang dicatatkan.
Para suami yang berpoligami biasanya enggan mekaatperkawinannya karena
malu dan segan berurusan dengan aparat pemeribta. pula kebanyakan
perkawinan poligami dilakukan secara rahasia dambsayi-sembunyi karena
khawatir ketahuan istri atau anak-anak. Atau malak perkawinannya itu diketahui
banyak orang. Para suami juga tidak ingin direpotkengan berbagai urusan
administrativ negara. Mereka tidak perlu Akta Nikalrena mereka toh telah punya
dengan istrinya yang terdahulu.

Problemnya adalah para istri yang dinikah tanpacg@tan pada institut
negara (KUA atau KCS) atau tidak memiliki Akta Nikenaka perkawinannya tidak
sah secara hukum, dan dengan sendirinya tidak dagatintut hak-haknya, seperti
hak atas nafkah, warisan, harta gono gini, danpeakalian, terutama jika suaminya
meninggal dunia. Perkawinan mereka tidak mempukgkiuatan hukum sesuai
ketentuan pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan kenyataan di atas muncul kasus-kaisumada pihak istri

menjadi terlantar setelah diceraikan atau ditinggafat oleh suaminya karena
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mereka tidak berhak mendapatkan warisan atau nafkatsuami lantaran dia tidak
memiliki buku Akta Nikah dari KUA atau KCS.

Maraknya perkawinan di bawah tangan berdampak giadginya jumlah
perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan begjtu dlah suami. Kebanyakan
para istri ditinggalkan suami tanpa melalui proeekum di pengadilan, dan juga
tanpa jaminan apa pGn.

Selain itu, perkawinan bawah tangan juga membawnapdl sosial bagi
perempuan. Perempauan yang melakukan akan suibdielisasi di masyarakat
karena mereka sering dianggap sebagai istri sinmpataay melakukan kumpul kebo
(tinggal serumah tanpa menikah).

Adapun dampaknya bagi anak adalah status anak ditatgrkan dianggap
sebagaianak tidak sahDi dalam akta kelahirannya akan dicantumkan “aluak
nikah”. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungardata dengan keluarga
ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengamrgya (ps. 42 dan 43
UUP). Tentu saja pencantuman anak luar nikah akamaimpak buruk secara sosial
dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tambahgnblahwa ketidak jelasan status
anak di muka hukum, mengakibatkan anak tidak bedtak nafkah, warisan, biaya
kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.

4. Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia
Dalam pembahasan sebelumnya, peneliti telah meralmabagenai poligami

Rasulullah Swa, poligami di masyarakat dan jug&dgai implikasi poligami, maka
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selanjutnya sesuai dengan urutannya, pada pembddadisini yakni mengenai
hukum poligami Menurut Siti Musdah Mulia.

Dalam mengkaji terhadap pemikiran diri Siti MusdBtulia mengenai
poligami, dari penelitian itu peneliti dapat menpimkan, bahwa hukum poligami
menurut Siti Musdah Mulia itu terbagi menjadi tigakum. Pertama “haram i
ghaerl’ atau haram karena ekses negatif yang ditimbufkdtedua yaitu haram
dengan tingkatan haram yang tidak langsung, peagtar yang tidak secara
langsung ini, menurutnya adalah sesuai denganiprimskum Islam yang tidak
memberatkan dan menetapkan hukum secara gradukd, pesghapusan poligami
atau pengharamannya yang secara bertahap, pepssti sealnya pengharaman
minuman keraskhame}, pada permulaan datangnya agama Islam.

Lebih lanjut lagi Siti Musdah Mulia Menjelaskan, ngmapusan poligami
dilakukan bersamaan dengan upaya-upaya perbaiadisk sosial dan ekonomi
masyarakat, sehingga pada gilirannya nanti masgaratiharapkan dapat
melaksanakan ajaran Islam itu dengan mudah. Mamgautagi, bahwa upaya
penghapusan poligami secara bertahap itu dapétatedalam dua tahap yang telah
tercantumkan dalam Al-Qur’an, tahap pertama, diadethigan pembatasan bilangan
istri, dari jumlah yang tak terbatas sebelum datgagslam, maka setelah itu ada
pembatasan hanya sampai empat saja, dan pembatiasenupakan terobosan baru
dalam sejarah kemanusian pada masa itu. Tahapter@k mempertegas syarat adil

bagi pelaku poligami dan menariknya keadilan di sirliputi semua aspek, bukan

"l Baca Siti Musdah Mulia, et. Al.,, 200Roligami Siapa Tak@, Sebuah Wacana Perdebatan
Mengenai Poligami, Jakarta: Qultum Media. 5 Deser@b66, Pukul 23.00 WIB. 33-37



hanya adil dalam hal materi, tetapi juga menyangierhatian dan kasih sayang
seorang suami terhadap istri-istrinya.

Tahap selanjutnya dengan turunnya ayat ke 129sdasih An-Nisa’, yang
menyatakan bahwa suami tidak akan bisa berbuat tadiadap istri-istrinya
kendatipun dia sangat ingin melakukannya. Artingam sudah menutup rapat
pintu poligami melalui ayat tersebut.

Selanjutnya hukum yang ketiga adalah boleh, darumuikang dibolehkan
Siti Musdah Mulia ini, menurut peneliti lebih dekatda pelarangannya, atau
keharaman melakukan poligami, karena untuk melakugaligami di Negara
Indonesia ini, Siti Musdah Mulia mengajukan sebsydrat yang tak mungkin untuk
terpenuhi atau boleh dikata sangat sulit diwujudksienurutnya, kita bisa saja
memberikan izin poligami setelah ada izin dariiipgrtama, dan setelah dilakukan
survey ke lapangan, mengajak anak-anak dan keluamyaka, dan memastikan
kesaksian keluarga mereka di hadapan pengadilatangenrencana poligami
orangtuanya.

Singkatnya, manamungkin syarat tersebut dapat rialpeoleh seorang
suami, dan mana ada seorang anak mengijinkan agalmtyk kawin lagi, dengan
perempuan lain, sedangkan ibu mereka masih adaeteat, mungkin walaupun ada
akan tetapi sangat sedikit, atau bahkan hampik i sama sekali seorang anak
yang menyetujui ayahnya kawin 1d4i.

D. Counter Legal Draft atas Pasal-pasal Poligami di dalam KHI
Penerapan Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksesitlan No.1 Tahun

1991 itu dinilai sudah waktunya untuk diperbarurisg dengan tuntutan dinamika

2 Baca ibid, 82.



masyarakat dan perkembangan zaman. Pembaruankadifekukan hanya pada basis
materialnya yang terhampar dalam pasal demi pasiimkan juga pada pangkal
paradigmanya. Oleh karena itu, penyusu@annter Legal DrafKompilasi Hukum
Islam ini tidak hanya membuat perubahan-perubahanbdtang tubuh KHI semata,
tetapi juga menyertakan bangunan metodologis meledumen teologis, sosiologis,
dan politisnya yang menjadi acuan dari kerja pemdraini’>

Konsep yang ditawarkan dalasounter legal drafimeliputi tiga aspek, yakni
perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Namun kayang peneliti bahas kali ini
hanyalah mengenai poligami atau pemikiran Siti Misd/ulia tentang poligami
dalam CLD atas KHI, maka peneliti hanya akan méngéing berkaitan dengan
perkawinan yang ada di CLD atas KHI saja.

Sebagaimana kita ketahui bersama, poligami dalardidiur pada Bab 1X
mengenai beristri lebih dari satu, yang terdirisdima pasal yaitu mulai dari pasal
55-59, sebagaimana halnya seperti pembahasan Babb#élumnya, namun jika
dalam KHI poligami diatur pada BAB IX dan atas lirpasal, disini lain halnya
dengan poligami dalam CLD, jika dalam KHI sebagaiendisebut pada pasal 55-59
yeng memberikan ijin pada suami untuk berpoligamaka dalam rumusan CLD
secara tegas poligami dilarang. Hal ini dapat dilipada pasal 3 CLD: 1) Asas
perkawinan adalah monoganayahhud al-zawj 2) Perkawinan yang dilakukan di
luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakarsbataa hukum.

Asas monogami dan larangan poligami yang dirumusikah tim CLD
tersebut sesungguhnya secara substantif tidak ntengan dengan ayat-ayat al-

Qur'an, ketika memahami QS.4:1 dihubungkan deng&wQ128. Demikian juga

3 Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodi@p. Cit.16.



realitas hidtoris berupa praktik kehidupan monogdabi Muhammad bersama
Khadijah selama 28 tahun. Bahkan jika poligamikdilkan oleh Nabi, hal itu sangat
memenuhi persyaratan, karena beliau mampu berblilakaturunan tokoh Qurays

yang terpandang, pemimpin yang kharismatik, dafel#r lagi Khadijah tidak

memberikan keturunan laki-laki yang hidup hingganituh dewasa. Namun
demikian, Nabi tetap monogami. Poligami bahkan hadijakukan Nabi selama
delapan tahun dan itupun dilakukan setelah tigartahafatnya Khadijah, ketika

beliau dihadapkan kepada tanggung jawab lebih lisapa mengembangkan Islam
ke Yasrib dan keluar Jazirah Arah. Untuk berupaeképgan pengembangan da’'wah
inilah Rasulullah kemudian menikahi beberapa petempuntuk alasan tersebut.
Realitasnya, dari sembilan perempuan yang dipoligdein Rasulullah, hanya satu
orang yang masih gadis, yakni Aisyah ra, delapaempuan lainnya adalah para

janda’™

" Umi Sumbulah, “Ketentuan Perkawinan dalam KHI dmplikasinya bagi Figih Mu'asyarah:
Sebuah Analisis Gendet, aporan PenelitarfMalang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006),92



BAB IV
ANALISA PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
TERHADAP PASAL-PASAL POLIGAMI DI DALAM KOMPILSI HUK UM

ISLAM (KHI)

A. Tanggapan Siti Musdah Mulia atas Pasal-pasal Piglami di dalam KHI

Sejumlah kajian dan penelitian menjelaskan bahwapiasi Hukum Islam
(KHI) mengandung dalam dirinya berbagai potengikkrKritik umumnya diarahkan
selain pada eksistensi KHI juga pada substansirhoia yang dipandang tidak lagi
memadai dalam menyelesaikan berbagai problem kammatng cukup kompleks.
Ini karena konstruksi KHI sejak awal kelahirannyglah membawa berbagai
kelemahan.

Hasil-hasil penelitian baik berupa tesis maupuertksi menyatakan bahwa

KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusasiwlan misinya. Terang



benderang, beberapa pasal di dalam KHI secaraigtinsersebrangan dengan
prinsip-prinsip dasar Islam Universal, seperti gipn persamaanal-musawal,
persaudaraan al-ikha’), dan keadilan gl-‘adl), serta gagasan dasar bagi
pembentukan masyarakat madani, seperti pluraligtaeetaraan gender, HAM,
demokrasi, daegalitarianisme

Di samping itu juga disinyalir oleh para pakar hokbahwa di dalam KHI
terdapat sejumlah ketentuan yang tidak lagi sedeagan hukum-hukum nasional
dan konvensi internasional yang telah disepakasiama. Belum lagi kalau ditelaah
dari sudut metodologi, corak hukum KHI masih meag&an replika hukum dari
produk fikih jerih payah ulama zaman lampau di sabg sana. Kontruksi hukum
KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut grapdmnasyarakat Islam
Indonesia, melainkan lebih mencerminkan penyestgeéagesuaian dari fikih Timur
Tengah dan dunia Arab lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamikaanmssy yang antara
lain membawa kepada perubahan pola interaksi manssjumlah problem sosial
muncul. Problem sosial yang dimaksud adalah peasokétidak adilan, ketidak
manusiawian, dan diskriminasi yang ditemukan tenatadalam dua materi pokok
KHI, yaitu hukum perkawinan dan hukum kewarisan.sBimping itu, terdapat pula
beberapa persoalan yang cukup penting yang belumkot®odasi dalam hukum
perwakafan.

Pada bidang hukum perkawinan, hafiais diakui bahwa dalam KHI terdapat

beberapa pasal yang problematik dari sudut pan#teadilan relasi laki-laki dan

> Tim Pengarusu-Tamaan Gendeembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompildskum
Islam (Jakarta: Departemen Agama, 2004), 7-8.



perempuan. Di antara masalah-masalah yang kurangukeng semangat keadilan
tersebut antara lain: batas usia pernikahan, wikiahn saksi nikah, hak dan
kewajiban suami istri, nusyuz, poligami, dan nikeitla agam&

Menurut Siti Musdah Mulia, pasal-pasal yang mengatmtang poligami
baik dalam Undang-undang Perkawinan atau pun delampilasi Hukum Islam, di
dalamnya mengandung inkonsisten. Berikut pasallyas® secara tegas ditanggapi
oleh Siti Musdah Mulia mengenai poligami di KHIadah sebagai berikut:

Pertama pasal 55 ayat 2 yang berbuny8yarat utama beristri lebih dari
seorang, suami harus mampu berlaku adil terhad&jp-igri dan anak-anaknyd.
Para ulama sepakat bahwa keadilan kepada istniyiatmenjadi syarat mutlak dan
tidak dinegosiasikan dalam poligami, sebagaimana pang termaktub pada pasal
55 ayat 2 ini, di mana keadilan juga dijadikan gglbesyarat mutlak dan yang
kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke 3 yang nartikan:Apabila syarat utama
yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipensbami dilarang beristri lebih
dari seorang Ayat ke 3 ini memper jelas kata syarat utamauy&irus mampu
berlaku adil pada ayat ke 2, dengan tidak dipef@enya poligami bagi suami.
Selanjutnya bila kedua ayat pada pasal 55 ini giaéruntuk lebih lanjut, maka akan
ditemukan sebuah kandungan tujuan untuk memperseldkukan poligami, sebab
syarat keadilan yang harus terpenuhi untuk melakgkdigami tidak akan mungkin
terpenuhi oleh kebanyakan suami, bahkan bolehigak ada satupun yang sanggup
untuk memenuhinya, sebagaimana disebutkan pada surdNisa’ ayat 129 yang
menyatakan seorang suami tidak akan bisa berbubtteaiadap istri-istrinya

kendatipun dia sangat menginginkannya. Dari turanayat 129 surah An-Nisa’

"8 |bid, 16-17.



mengandung makna bahwa berlaku adil terhadapisstiii-merupakan perbuatan
yang tidak dapat disanggupi oleh manusia, walaumgaimana inginnya seorang
suami untuk melakukannya.

Kemudian yang kedua pasal 57 yang menyebutkan:a@ddag Agama hanya
memberi izin kepada seorang suami yang akan béeisth dari seorang apabila:

a. lIstri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagsij ist

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidakat
disembuhkan;

c. lIstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pendapat Siti Musdah Mulia mengenai ketiga alasanatds sebagai
persetujuan Pengadilan Agama untuk membolehkaggmli bagi suami, hanyalah
sebagai aturan normatif belaka. Sebab, dalam aeatii masyarakat umumnya
poligami dilakukan bukan karena ketiga alasan bersemelainkan lebih banyak
karena alasan syahwat.

Memang realitas di masyarakat banyak ditemui sepsalami menikah lagi
bukan karena ketiga faktor di atas, banyak sektdndikan ketika suami menikah
lagi, seorang istri berkebalikan dengan ketigarygaalasan yang oleh Pengadilan
Agama dijadikan sebagai sebab untuk membolehkamisharpoligami. Seorang
suami ketika menikah lagi, keberadaan seorang maisih dapat menjalankan
kewajiban sebagai istri, seorang istri tidak memadaacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan, dan bahkan seorang iapatdmemberikan keturunan

dalam kata lain seorang istri tidak mandul.

" Siti Musdah MuliaQp. Cit.173.



Dan yang berikutnya yang ketiga, adalah pasal 5 yeerbunyi: Dalam
hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dannp@nonan izin untuk beristri
lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alagang diatur dalam pasal S%yat
(2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetagkatang pemberian izin
setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersdagk di persidangan
Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini staiu suami dapat mengajukan
banding atau kasasi

Pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemwalposisi istri. Sebab,
manakala istri menolak memberikan persetujuanngag&dilan Agama dengan serta
merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemjogrinmeskipun di akhir pasal
tersebut ada klausul yang memberikan kesempataa @&d untuk mengajukan
banding’®

Pasal 59 ini bila dilihat dari redaksinya akan merfipatkan betapa
lemahnya posisi istri, sebagai contoh pada kalifi2@lam hal istri tidak mau
memberikan persetujuan, dan permohonan izin unéaulstoi lebih dari satu orang
", kalimat ini menunjukkan bahwa ketika itu istrilala keadaan sehat, baik itu
secara jasmani maupun rohani dan juga sehat daamkipannya, dalam artian si
istri mampu memikirkan yang terbaik bagi keluargasgat itu, karena mungkin saja
dengan beristri satu saja suaminya kurang mampukunembahagiakan keluarga,
maka si istri menolak untuk dipoligami.

Akan tetapi Pengadilan Agama kurang memeriksa ledbétail lagi
mengenai hal ini, yang kemudian dilanjutkan dengalimat “ berdasarkan salah

satu alasan yang diatur dalam pasal &pat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama

8 |bid, 172-173.



dapat menetapkan tentang pemberian izin setelahemiesa dan mendengar istri
yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Aganati kalimat tersebut jelas
bahwa Pengadilan Agama kurang mempertimbangkanadeaga yang dipikirkan
oleh seorang istri terhadap kebahagian keluargadgmgan memberikan ijin
poligami pada suami. Kemudian kalimatbérdasarkan salah satu alasan yang
diatur dalam pasal 5%yat (2) dan pasal 57, seharusnya tidak menggunakan
kalimat “ berdasarkan salah satu alasah melainkan menggunakan kalimat
“berdasarkan semua alasanadi ketika menggunakan kalimat berdasarkan semu
alasan ini, maka Pengadilan Agama tidak dapat mksaerdan memutuskan
membolehkan suami berpoligami bila seorang suamyddisa berbuat adil saja
akan tetapi istrinya bertolak belakang dengan kaageda pasal 57, dalam artian
istri mampu melayani kebutuhan biolgis suami, istampu melahirkan, dan istri
tidak berpenyakitan yang tidak dapat disembuhkan atendapat cacat.

Di samping itu, kenyataannya semua alasan yang wilettkan suami
berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepenéingsuami, dan sama sekali tidak
mempertimbangkan perspektif perempuan. Tidak pedi@drtimbangkan, misalnya,
soal andaikata suami tidak mampu menjalankan kbesajiya sebagai suami, atau
suami mendapat cacat atau penyakit, atau suamiuhaagubkah pengadilan (atau
Pengadilan Agama) juga akan memberikan izin kepsiiauntuk menikah lagi?
Ketentuan UUP tentang poligami ini jelas menunjukk@osisi subordinat

perempuan di hadapan laki-ldRi.

9 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: PerempuamBaru keagamaan (Bandung: Mizan, 2005),
367.



B. Argumentasi Siti Musdah Mulia Atas PenolakannyaTerhadap Pasal-pasal
Poligami

Argumentasi Siti Musdah Mulia atas penolakannyahadap pasal-pasal
poligami di KHI, bila ditelusuri bukan pada semwesal-pasal poligami di KHI yang
berjumlah 5 pasal itu, akan tetapi hanya pada [salat 2, pasal 57 dan pasal 59.
Namun pada akhirnya dengan jelas di CLD kelima Ipgassebut digantikan dengan
pasal yang ke 3 dari CLD yang terdiri dari dua apatu 1. Asas perkawinan adalah
monogami {awahhud al-zawj dan yang ke 2. Perkawinan yang dilakukan diluar
asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan bagshdadcum.

Dan argumentasi-argumentasi penolakannya adalagaeberikut:

Pertama pada pasal 55 ayat 2 yang berbur8ydrat utama beristri lebih
dari seorang, suami harus mampu berlaku adil teggattri-istri dan anak-anaknya
", menurutnya harus mampu berlaku adil terhadapistinya ketika berpoligami,
merupakan syarat yang sangat berat, dan hampirihaiaypat dipastikan tidak ada
yang mampu memenuhinya, atau juga dapat dipastidak dapat memenuhinya,
sebagaimana firman Allah pada surah An-Nisa’ ag®, Yang pada kenyataannya
seorang suami tidak akan dapat berlaku adil tephasta-istrinya kendatipun dia
sangat menginginkannya.

Abdullah Yusuf Mengatakan

Bahwa persyaratan berlaku jujur dan adil tampaksgagat sulit dipenuhi

oleh seorang laki-laki yang akan poligami. Ini ssfoupersyaratan yang

hampir-hampir tak mungkin bisa dipenuhi. Karena ‘i&ekiranya ada orang
yang menetapkan diri dalam posisi yang mustahiddéongan harapan ia

mampu memenuhi persyaratan tersebut-hal ini hanlyandrkan bila ada
penegasan bahwa ia tidak akan membiarkan yang tatapi setidak-



tidaknya dapat memenuhi segala kewajiban lahir yhlngbankan kepadanya
terhadap istri itu®

Berdasarkan hal ini, bagaimana mungkin syarat uteata pasal 55 ayat 2
ini dapat terpenuhi oleh seorang suami, jika Aaja sudah mengatakan tidak akan
mampu untuk melakukannya yang sesuai surah An-rigat 129 tersebut. Jadi
konsekuensinya jika syarat utamanya saja tidak ddisa terpenuhi, maka syarat
tambahannya akan tidak akan berguna lagi, karecarssetomatis setelah syarat
yang utama tidak mampu terpenuhi, maka syarat thamgya akan terhapus dengan
sendirinya, karena tidak mungkin syarat tambahaadita ketika syarat utama masih
belum terpenuhi.

Kemudian argumentasi penolakannya yang kedua agalddn pasal 57, yang
menurutnya alasan-alasan Pengadilan Agama untukoeréa@n izin kepada suami
untuk berpoligami, alasan-alasan itu adalah: 1) stlak dapat menjalankan
kewajiban sebagai istri; 2) istri mendapat cacatabaatau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan, dan 3) istri tidak dapat melahirkatukenan. Ketiga alasan tersebut
hanyala bersifat normatif belaka. Ketiga alasaseteut sangat jelas tidak mewadahi

tuntunan Allah SWT. dalam QS. An-Nisa’ [4]: 19;
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kammempusakai wanita
dengan jalan pak$a dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

8 Sulaiman Al-KumayiQp. Cit.21.

81 QS. An-Nisa’ (4): 19

8 Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan waritek dengan jalan paksa dibolehkan.
menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabilaasgameninggal dunia, Maka anaknya yang tertua



hendak mengambil kembali sebagian dari apa yanghtéddamu berikan
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjeeji yang nyat&
dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemubiEnkamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mundé@mu tidak
menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padakghaikan yang
banyak” (QS. An-Nisa’ [4]: 19)

Di samping itu juga, beberapa penelitian yang @ghMusdah Mulia coba
untuk ditarik atau dijadikan pertimbangannya meagepoligami, menemukan
sebuah fakta bahwa sebagian besar perkawinan poligeselenggarakan secara
sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan sdijin Dengan fakta ini, maka
tindak kebohongan yang begitu menyakitkan telahjader Kejujuran dan
keterbukaan yang semestinya menjadi landasan utdalam rumah tangga
kemudian menjadi rapui.

Di samping itu juga realitas sosiologis di masyatakenunjukkan, bahwa
hampir semua poligami yang dilakukan dikalanganyaakat tidak berangkat dari
ketiga alasan yang disebutkan itu, akan tetapitasalya justru karena dorongan
nafsu saja, karena banyak sekali dari perkawindiggpoi di masyarakat dilakukan
ketika istri masih dalam keadaan sehat, istri mamglayani suami sebagaimana
mestinya, dan juga seorang istri mampu memberilenorinan dalam artian istri
tidak mandul.

Kemudian argumentasi penolakannya yang terakhilahdamengenai pasal
59, menurutnya pasal ini jelas sekali mengindikasiketapa lemahnya posisi istri.

Sebab, manakalah istri menolak memberikan persetoja, Pengadilan Agama

dengan serta merta mengambil alih kedudukannyayaepamberi izin, meskipun di

atau anggota keluarganya yang lain mewarisi jatglajanda tersebut boleh dikawini sendiri atau
dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diaoibh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi
83 Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

8 Tim Pengarusu-Tamaan GendeBp. Cit.,19.



akhir pasal tersebut ada klausul yang memberikaserkpatan pada istri untuk
mengajukan banding. Dalam realitas, umumnya p#iangerasa malu dan berat hati
mengajukan banding terhadap keputusan pengadilayangkut perkara poligami.
Tambahan lagi masyarakat kita umumnya masih bukarhudan belum mengerti
akan hak-hak mereka secara hukimiadi ketika melihat akan hal itu semua, para
suamilah yang akan menjasliperior, dengan keadaan istri yang malu untuk naik
banding atas kasusnya karena merasa malu danhagratian mungkin juga karena
disebabkan kebutaan istri akan hak-haknya di dapkam.

Di samping itu selain ketiga faktor yang menjadjusnentasi Siti Musdah
Mulia akan penolakannya terhadap pasal-pasal poligaKHI, juga ada tambahan
lain yaitu; pertama menurutnya masih adanya inlsteisi KHI dalam masalah
poligami. Dimana dikatakan bahwa asas perkawiskml adalah monogami. Tapi
ayat lain mengatakan bahwa poligami dibolehkan @dengmpat syarat yang
dikemukakan dalam pasal yang sama. Menurutnya dalah bentuk inkonsisten
antar-ayat dalam satu pasal yang sama. Jika asadaj@h monogami, maka tidak
boleh ada celah bagi poligami agar tak terjadi $anen sosial. Ruang untuk itu
mesti dibatasi sesempit mungkin. Ternyata KHI masgmberi kelonggaran bagi
terjadinya poligami. ltulah yang menjadi titik keedan, karena poligami
menimbulkan berbagai dampak dalam wujud problerakbadaya di masyarakat.

Dan yang kedua karena faktor KHI yang ada sekaramg masih
mencerminkan hukum ketimur tengahan, diakui atdaktibanyak pandangan figih
tradisional yang mewarnai kebijakan-kebijakan hukperkawinan dalam KHI,

sehingga tidak heran jika kandungannya memuat peyaaafigih yang<onservatif

8 Siti Musdah MuliaQp. Cit.172-173.



Pembahasan perkawinan dalam kitab-kitab figih mamhunjukkan perbedaan laki-
laki dan perempuan demikian ekplisitnya, misalng&i-laki boleh berpoligami,
sedangkan perempuan mutlak hanya boleh monogarhikaBasejak dari proses
memilih jodoh, perempuan dinyatakan tidak punya hakenentukan, yang
menentukan ayah atau walinya, dan hak itulah yasepdt hak ijbar dalam figih.
Selanjutnya bagi laki-laki ada hak untuk melihatonaistri yang akan dinikahi,
sedangkan bagi perempuan tidak ada sama sekali.

Islam adalah agama yang membawa misi pembebasaePasan tersebut,
terutama ditunjukkan kepada tiga kelompok masyargkag sering disebut Al-
Qur'an dengan istilalal-mustadh’afin(orang-orang yang dilemahkan): para budak,
anak yatim, dan kaum perempuan.

Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalahipgnya dari kalangan
budak dan perempuan, karena mereka seringkali oieoigek perampasan harta
disebabkan terlindungi oleh walinya. Ketika iturk@avinan yang dilakukan dengan
anak yatim perempuan seringkali dimaksud hanyagsebeedok untuk menguasai
hartanya. Kepada laki-laki yang tidak mampu berbadit terhadap anak yatim,
Allah Swt. menganjurkan agar tidak mengawini ana&tinyg, dan sebagai
alternatifnya dipersilahkan mengawini perempuam kang disukainya sebanyak
dua, tiga, atau empat. Itu pun jika sanggup berad#t kalau tidak, cukup satu saja.
Dari sini jelas sekali bahwa asas perkawinan ddtam adalah monogami, bukan
poligami. Berbicara tentang poligami berarti beabic tentang perkawinan, dan
berbicara tentang perkawinan dalam Islam sudalbati@n dalam sejumlah ayat
seperti diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Jadigstinya tidak mengacu hanya

kepada satu ayat saja. Lagi pula, ayat yang diritjubun sesungguhnya berbicara



dalam konteks perlindungan anak yatim, dan bukajuram apalagi perintah
poligami. Oleh karena itu, perlu diusulkan pelaamgoligami secara mutlakr{me
against humanity seperti pada Negara Tunisia.

Tunisia adalah sebuah negara yang menetapkan sshagai agama resmi
negara. Pada tahun 1956 negara tersebut membumtginddang hukum keluarga
yang bernamdlajalah Ahwal Al-SyakhsiyyaNo. 66 tahun 1956. sejak ditetapkan,
undang-undang tersebut telah Dberkali-kali mengalp®iubahan, penambahan,
modifikasi, yaitu pada tahun 1959, 1964, 1993. Wkseébut mencangkup materi
hukum perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan amalg dari segi hukum
berbeda dengan ketetapan fikih klasik. Dari sekianyak pembaruan terhadap UU
tersebut, yang menonjol adalah larangan poligamasan yang dikemukakan
Tunisia adalah bahwa institusi perbudakan dan @olighanya boleh pada masa
perkembangan umat manusia, tetapi kemudian dilasatejah masyarakat beradap
dan berbudaya. Syarat mutlak bolehnya poligamiersegitegaskan dalam teks Al-
Qur'an, membuktikan hanya Nabi yang mampu berlakiuterhadap istri-istrinya.

Untuk konteks Indonesia, alasan yang dapat dipaikak melarang poligami
secara mutlak adalah alasan sosiologis. Karendubbgnyak problem sosial yang
muncul akibat poligami. Di antaranya, poligami ngelfémasi perkawinan di bawah
tangan, tingginya perkawinan anak-anak, serta iityggkasusdometic violence
(kekerasan dalam rumah tangga) akibat poligami, téaantarnya para istri dan
anak-anak, terutama secara psikologis dan ekongemudian ditarik kesimpulan

yang berdasar pada argument agama, yakni padanasagindari mudarat dan hal-



hal yang merugikan. Dengan kata lain, kesimpularmgayatakan bahwa poligami

lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatfya.

8 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: PerempuamBaru keagamaan (Bandung: Mizan, 2005),
365-369; Idemislam Menggugat poliganfdakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 141-18



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian secara keseluruhan tentarttahgng berkaitan dengan
penelitian ini, maka sebagai akhir pembahasan piesdlehn memberikan kesimpulan
sebagai berikut:

1. Siti Musdah Mulia menganggap pasal-pasal poligamasim bersifat
deskriminasi terhadap perempuan dan kurang mendusemangat keadilan
dalam mengatur hubungan relasi laki-laki dan peremp serta terdapat
pasal-pasal yang inkonsisten antara pasal-pasaldga, masih adanya
ketentuan-ketentuan dalam KHI yang tidak sesuagaerhukum Nasional

serta konvensi Internasional yang telah disepletama.



2. Penolakan yang diutarakan oleh Siti Musdah Muli@m@nlain, pertama pada
pasal 55 ayat 2, syarat harus dapat berlaku atliddep istri-istrinya tidak
akan dapat terpenuhi oleh suami sebab telah dighasleh Allah dengan
firmanNya pada surah An-Nisa’ ayat 129, yang keddalah pasal 57,
keadaan yang menjadi sebab Pengadilan Agama memkbaleya poligami
itu, merupakan atau hanya sebagai hukum normaaif sabab banyak sekali
perkawinan poligami di masyarakat yang ternyatad&ea istri berlainan
dengan keadaan yang tertera pada pasal 57, dan ketiga adalah
penolakannya terhadap pasal 59, karena pasal ifas jesekali
mengindikasikan diskriminasi terhadap istri atauepguan, sebab ketika
istri tidak menyetujui perkawinan poligami, Pendandi Agama dengan
adanya pasal ini dapat memberi keputusannya untekyetujui izin
poligami, setelah memeriksa secara menyeluruh deghaketentuan-
ketentuan pada pasal-pasal sebelumnya.

B. Saran-saran
Adapun saran — saran yang ingin peneliti sampaakiateh sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah, hendaknya pasal-pasal poligamy yada dalam KHI
sekarang ini perlu diperbarui atau dikaji ulang,reke masih banyak
menyimpan kejanggalan-kejanggalan di dalamnya.

2. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya yang akan nitepekal-pasal poligami
dalam KHI lebih menitik beratkan terhadap pasabpasligami yang masih

menyimpan kejanggalan, terutama terhadap pasab 59
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